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Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  tanggung  jawab sosial perusahaan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT Madubaru serta hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dan untuk mengetahui dampak dari implementasi tanggung jawab sosial, baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat sekitar yang menjadi sasaran PKBL.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek  penelitian  ditentukan  dengan  teknik  purposive,  yaitu  terhadap  staff  Unit PKBL dan staff Unit PLL PT Madubaru, sedangkan teknik snowball digunakan untuk menentukan 5 pemilik usaha kecil serta 4 Ketua RT sebagai wakil masyarakat sasaran bina lingkungan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang diimplementasikan sebagian besar masih berupa pemenuhan kebutuhan sesaat, belum sampai pada aspek keberlanjutan sebagaimana yang dimaksudkan dalam community development. Hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan PKBL adalah sulitnya mencari usaha kecil yang sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan, sulitnya mencari pelaku usaha yang bermental baik dan bertanggung jawab, serta tidak sepadannya alokasi anggaran untuk kegiatan PKBL dengan jumlah permintaan, sehingga dana yang digulirkan masih dirasa kecil oleh masyarakat. Dampak dari implementasi PKBL belum optimal dirasakan, sebab meskipun PT Madubaru telah melaksanakan PKBL dalam berbagai kegiatan dan merasa ada hubungan baik dengan masyarakat setempat yang tercipta melalui implementasi PKBL tersebut, namun di sisi lain kemanfaatan yang dirasakan mitra binaan dan masyarakat sasaran belum sampai pada taraf memberdayakan masyarakat.

Kata Kunci: Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, PKBL
BAB I
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Salah satu isu penting yang menjadi perhatian dalam dunia usaha hingga saat ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).   Konsep   tanggung   jawab   sosial   perusahaan   sendiri muncul sebagai akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap korporasi. Masyarakat menganggap korporasi sebagai pihak yang selalu mengeruk keuntungan tanpa memperdulikan kondisi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya (Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, 2008: 11). Pada awalnya memang dunia usaha tidak berfikir mengenai tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana teori klasik yang diungkapkan oleh Adam Smith bahwa tugas korporasi semata-mata diletakkan untuk mencari keuntungan, “the only duty of the corporation is to make profit” (Sofyan Djalil, 2003: 4).
Dalam perkembangannya, dunia usaha semakin menyadari bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang hanya direfleksikan dalam catatan keuangan saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.   Sebagaimana   pemikiran   John   Elkington   (dalam   Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, 2008: 33) yang telah mengembangkan konsep triple bottom line dalam istilah economic prosperity, environmental
quality, dan social justice. Apabila suatu perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan harus memperhatikan “3 P”. Selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya merupakan kontribusi aktif perusahaan dalam rangka ikut serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Namun, seringkali dalam praktik kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan ini banyak perusahaan mempersamakan dengan derma, sehingga dengan memberikan sejumlah uang tertentu kepada masyarakat di sekitar perusahaan sudah dianggap telah melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Padahal, konsep tanggung jawab sosial perusahaan tidak sama dengan derma. Derma sifatnya lebih spontan, dan kurang memiliki efek jangka panjang bagi pembangunan masyarakat.

Dimasukkannya konsep tanggung jawab sosial perusahaan pada berbagai peraturan perundang-undangan membuat konsep tanggung jawab sosial perusahaan bukan lagi ”sekedar” kewajiban moral bagi perusahaan.  Di Indonesia,  kebijakan  mengenai  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pada pasal 74 ayat (1), yaitu perusahaan wajib menjalankan kegiatan usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Ayat berikutnya menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan itu merupakan   kewajiban   perseroan   yang   dianggarkan   dan   diperhitungkan sebagai
biaya

perseroan

yang
pelaksanaannya
dilakukan

dengan memperhatikan
kepatutan
dan
kewajaran.
Selanjutnya
pada
ayat
(3) disebutkan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pada ayat (4) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Disamping itu, sebelum UU PT muncul, pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) telah menyinggung soal tanggung jawab sosial perusahaan. Pada pasal tersebut disebutkan
bahwa
setiap
penanam
modal
berkewajiban
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.

Bahkan beberapa tahun sebelum UU PT dan UU PM tersebut diundangkan,   Badan   Usaha   Milik   Negara   (BUMN)   telah   menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang diwajibkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Tanggung jawab sosial tersebut dilakukan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Ketentuan  tersebut  ditindaklanjuti  dengan  terbitnya  Keputusan  Menteri

BUMN  Nomor  Kep-236/MBU/2003  tentang  Program  Kemitraan  Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan. Melalui kebijakan tersebut pemerintah mewajibkan BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk pemberdayaan masyarakat yang implementasinya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan.

Keberadaan suatu perusahaan, termasuk PT Madubaru, ditengah masyarakat sudah barang tentu akan menimbulkan dampak, baik dampak positif  maupun  negatif  bagi  masyarakat  dan  lingkungan  sekitar.  Dampak positif   dari   keberadaan   PT   Madubaru   antara   lain   adalah   pemenuhan pengadaan pangan nasional, khususnya gula pasir serta pemenuhan kebutuhan akan alkohol dan spiritus. Di samping itu, dampak positif juga terlihat pada adanya  kesempatan  kerja  bagi  masyarakat,  khususnya  masyarakat  sekitar, baik itu sebagai pekerja tetap, pekerja tidak tetap, maupun pekerja borongan. Jumlah pekerja yang bekerja pada PT Madubaru secara keseluruhan mencapai kurang lebih 2000 (dua ribu) pekerja, belum termasuk pekerja borongan yang bekerja secara insidentil sesuai kebutuhan perusahaan.

Namun di sisi lain, Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta, Suparlan mengungkapkan, selama kurun waktu tahun 2005-2009 pihaknya berhasil mendokumentasikan 94 kasus lingkungan di wilayah Yogyakarta. Setidaknya terdapat  8  kasus  lingkungan  di  Yogyakarta  yang  dipastikan  akan  terus

berlanjut sampai tahun depan. Rangkaian permasalahan lingkungan tersebut diantaranya adalah pertambangan pasir besi di Kulonprogo, alih fungsi lahan jalur jalan lintas selatan Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul, perubahan status  Gunung  Merapi  menjadi  taman  nasional,  serta  pencemaran  air  dan udara dari Pabrik Gula Madukismo (PT Madubaru) (Walhi Yogyakarta. 2009.
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Kasus
Lingkungan
Akan
Terus
Berlanjut.
Diakses
dari http://www.krjogja.com. Tanggal 10 Februari 2011).

Selain itu, PG Madukismo (PT Madubaru) mengakui selama ini belum berhasil mengatasi pencemaran yang ditimbulkan dari boiler (ketel) berupa debu (abu). Meski pihak perusahaan berusaha melakukan perbaikan- perbaikan, agar masalah itu bisa segera teratasi. Selain debu yang selama ini dikeluhkan, juga bau limbah cair yang menyengat. Keberadaan limbah cair ini dilematis. Di satu sisi dibutuhkan petani, karena kandungan zat-zat organik yang menyuburkan padi di sawah. Tapi di sisi lain baunya menyesakkan. Sejauh ini belum ada teknologi yang bisa menghilangkan bau tersebut (Anonim. 2007. PG Madukismo Akui Belum Bisa Atasi Pencemaran. Diakses dari www.suaramerdeka.com, tanggal 10 Februari 2011).

PT Madubaru sendiri sejak tahun 2004 hingga saat ini kepemilikan sahamnya ada di tangan Sri Sultan Hamengkubuwono X (Kraton Yogyakarta) sebanyak  65%  dan  sisanya  sebanyak  35%  ada  di  tangan  PT  Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI). Terdapatnya sebagian saham ditangan BUMN menjadi  alasan  bahwa  perusahaan  tersebut  melaksanakan  tanggung  jawab

sosial  dengan  istilah  dan  dalam  bentuk  PKBL  sebagaimana  diatur  oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BUMN.

BUMN merupakan agent of development. Oleh karena itu, BUMN harus
mampu
menjadi
penggerak
bagi
pembangunan
masyarakat
di sekitarnya, sehingga kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengembangan masyarakat yang   berkelanjutan   (sustainable   community   development).   Hal   tersebut menjadi point yang menarik untuk diteliti apakah tanggung jawab sosial perusahaan
yang
telah

dilakukan

PT
Madubaru
sudah
membawa kebermanfaatan yang berkelanjutan bagi perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan yang menjadi sasaran. Hal itu akan diketahui dari implementasi tanggung jawab sosial PT Madubaru dan hambatannya serta dampak implementasi tersebut bagi PT Madubaru dan masyarakat sekitar perusahaan yang menjadi sasaran.

Melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi perusahaan untuk memaksimalkan potensi masyarakat sekitar. Terlebih lagi BUMN telah memiliki instrumen pemaksa berupa ketentuan pelaksanaan PKBL. Instrumen pemaksa tersebut harapannya mampu membawa BUMN untuk berperan lebih besar dalam memberikan bantuan-bantuan sosial dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang ada, sehingga pemberdayaan kondisi sosial masyarakat setempat dapat lebih optimal.

Mengingat pentingnya peran program community development dalam pengembangan suatu wilayah, maka upaya untuk meningkatkan program community development perlu terus didukung dan berbagai kendala yang muncul perlu dicarikan alternatif solusinya. Sebab keberadaan sebuah perusahaan ditengah-tengah masyarakat harus membawa kemanfaatan, baik bagi perusahaan dan masyarakat itu sendiri serta lingkungan sekitar.

B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL yang dilakukan oleh PT Madubaru?

2.  Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT Madubaru dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial dalam bentuk PKBL tersebut?

3.  Bagaimanakah dampak implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL tersebut, baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat sekitar yang menjadi sasaran PKBL?

C.  Tujuan Penelitian
Penelitian yang direncanakan ini bertujuan untuk:

1.   Mengetahui  implementasi  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dalam bentuk PKBL pada PT Madubaru.

2.   Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT Madubaru dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial dalam bentuk PKBL.

3.   Mengetahui  dampak  implementasi  tanggung  jawab  sosial  perusahaan dalam bentuk PKBL, baik bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar yang menjadi sasaran PKBL.

D.  Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara  teoritis  maupun  praktis.  Manfaat  teoritis  yang  diharapkan  dari penelitian ini adalah bertambahnya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perusahaan dan hukum lingkungan terutama terkait dengan praktik implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang diwajibkan oleh ketentuan undang-undang. Selain itu, diharapkan dari penelitian ini akan dapat dilakukan penelitian-penelitian lain yang terkait dimasa yang akan datang. Manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini adalah diharapkan informasi- informasi terkait dengan persoalan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pelaku usaha, akademisi, pemerhati masalah etika perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup, Lembaga Swadaya Masyarakat serta instansi pemerintah terkait.

E.  Road Map Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan pada peran BUMN sebagai agent of development. Artinya, BUMN harus mampu menjadi penggerak bagi pembangunan masyarakat di sekitarnya, sehingga kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan (sustainable community development). Disamping itu, keberadaan PT Madubaru ditengah- tengan masyarakat tentu menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar, salah satunya adalah dampak negatif.

Hal tersebut tampak dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Walhi Yogyakarta. Setidaknya terdapat 8 kasus lingkungan di Yogyakarta yang dipastikan akan terus berlanjut sampai tahun depan. Rangkaian permasalahan lingkungan tersebut diantaranya adalah pencemaran air dan udara dari Pabrik Gula Madukismo (PT Madubaru) (Walhi Yogyakarta. 2009. 8 Kasus Lingkungan Akan Terus Berlanjut. Diakses dari http://www.krjogja.com. Tanggal 10 Februari 2011). Selain itu, PG Madukismo (PT Madubaru) mengakui selama ini belum berhasil mengatasi pencemaran yang ditimbulkan dari boiler (ketel) berupa debu (abu). Meski pihak perusahaan berusaha melakukan perbaikan-perbaikan, agar masalah itu bisa segera teratasi. Selain debu yang selama ini dikeluhkan, juga bau limbah cair yang menyengat. Keberadaan limbah cair ini dilematis. Di satu sisi dibutuhkan petani, karena kandungan zat-zat organik yang menyuburkan padi di sawah. Tapi di sisi lain

baunya
menyesakkan.
Sejauh
ini
belum
ada
teknologi
yang
bisa menghilangkan bau tersebut (Anonim. 2007. PG Madukismo Akui Belum Bisa Atasi Pencemaran. Diakses dari www.suaramerdeka.com, tanggal 10 Februari

2011).

Masyarakat akan selalu berharap kehadiran perusahaan ditengah- tengah
mereka
 membawa
kebermanfaatan.

Artinya,
masyarakat mengharapkan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Bagi  pengusaha,  hal tersebut harus diperhatikan sebab bagaimanapun disamping merupakan kepedulian pada masyarakat sekitar, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan
salah
satu
strategi
  bisnis
untuk
menjaga
eksistensi
dan kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang.

PT Madubaru telah menetapkan PKBL sebagai wujud tanggung jawab sosial
perusahaannya
kepada
masyarakat
sekitar.
Untuk
melihat kebermanfaatan keberadaan perusahaan maka perlu dilakukan penelitian guna mengetahui implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL kepada masyarakat sekitar. Selain itu, untuk mencari informasi mengenai hambatan yang dihadapi perusahaan dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial tersebut dan mencari informasi mengenai dampak implementasi tanggung jawab perusahaan tersebut, baik dampak bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar perusahaan. Selanjutnya, hasil penelitian  akan  dipublikasikan  pada  jurnal  ilmiah  sebagai  luaran  dari penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA
A.  Pengertian
Tanggung
Jawab
Sosial
Perusahaan
(Corporate
Social
Responsibility/CSR )
Sampai   saat   ini   belum   ada   keseragaman   mengenai   pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan pun ternyata belum mempunyai bahasa dan makna yang sama terhadap tanggung jawab sosial perusahaan tersebut (Azheri dan Isa Whyudi, 2008: 31).

Kementrian
Lingkungan
Hidup
dalam   “Pedoman
 CSR
Bidang Lingkungan”
mengutip
beberapa
pengertian
tanggung
jawab

sosial perusahaan sebagai berikut:

1.   World
Business
Council
for
Sustainable
Development
(WBCSD) menyebutkan bahwa CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi pada komunitas setempat atau masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup karyawan beserta seluruh keluarganya.

2.   ISO 26000, menyebutkan bahwa karakteristik social responsibility adalah kemauan sebuah organisasi untuk mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas

dampak dari keputusan serta aktivitas yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan (Kementrian Lingkungan Hidup dan Universitas Trisakti,

2011:5).

Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan dalam kebijakan di Indonesia pun ternyata belum mempunyai definisi yang sama. Pengertian tanggung jawab perusahaan pada penjelasan pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) disebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap  perusahaan  penanaman  modal  untuk  menciptakan  hubungan  yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat  setempat.  Sedangkan  pengertian  tanggung  jawab  perusahaan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menegaskan bahwa tanggung jawab   sosial dan lingkungan
adalah
komitmen
perseroan
untuk
berperan
serta
dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Apabila kedua pengertian tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUPM dan UUPT disandingkan, maka terlihat perbedaan sudut pandang. Pengertian pada UUPM lebih mengarah pada usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat harmonis dengan lingkungan tempat perusahaan berada.  Sedangkan  pada  UUPT  penekanannya  lebih  pada  adanya  upaya

perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan

(sustainable economic development ).

B.  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Pencantuman konsep tanggung jawab sosial perusahaan pada pasal 74 ayat (1) sampai dengan (4) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sempat menuai kontroversi. Banyak kalangan memandang tanggung jawab sosial perusahaan tidak perlu diatur dalam UUPT. Namun demikian, pada akhirnya ketentuan tentang tanggung jawab sosial perusahaan masuk dalam salah satu pasal pada UUPT.

Pasal 74 ayat (1) UUPT menentukan bahwa pelaksanaan tanggung jawab   sosial   perusahaan   bersifat   memaksa   (wajib   dilaksanakan)   bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  yang  berkaitan  dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada

fungsi  kemampuan  sumber  daya  alam.  Apabila  kewajiban  tersebut  tidak dilaksanakan, maka dapat dikenakan sanksi.

Hal tersebut berarti bahwa walaupun perusahaan tidak secara langsung melakukan eksploitasi sumber daya alam, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak  pada  fungsi  kemampuan  sumber  daya  alam,  maka  perusahaan wajib melakukan tanggung jawab sosialnya. Ini artinya adalah bahwa baik itu perusahaan pertambangan, industri perkayuan, industri makanan, yang dalam kegiatan usahanya berhubungan langsung dengan sumber daya alam, maupun rumah
sakit,
perusahaan
telekomunikasi,
perbankan,

percetakan
dan perusahaan-perusahaan
lain

yang
walaupun
tidak
secara
langsung menggunakan sumber daya alam dalam kegiatan usahanya wajib melakukan tanggung jawab sosial (Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardhi Pratama, 2008:

95).

Permohonan uji materi pun pernah diajukan oleh kalangan pengusaha yang  berpendapat  Pasal  74  UUPT  diskriminatif  dan  bertentangan  dengan UUD  1945.  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  menolak  permohonan  uji  materi pasal tersebut. MK menyatakan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) wajib dilaksanakan oleh perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang sumber daya alam. Ketua Majelis dalam putusannya mengatakan penerapan pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang mewajibkan CSR kepada perusahaan tidak diskriminatif karena hanya diterapkan  pada  perseroan  yang  bergerak  di  bidang  sumber  daya  alam.

Penerapan aturan tersebut terkait pada Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Majelis melindungi hak konstitusional warga di lingkungan perusahaan dengan mewajibkan perusahaan yang diuntungkan membagi kekayaannya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan bagi perusahaan yang bergerak di luar pemanfaatan sumber daya alam, bukan berarti terlepas pada kewajiban. Menurut Mahfud, tanggung jawab sosialnya telah diatur dalam Pasal 15 huruf b UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Anonim. 2009. Mahkamah:
Perusahaan
Wajib
Laksanakan
CSR.
Diakses
dari www.korantempo.com, tanggal akses 15 Februari 2011).

Sebelum UUPT muncul, sebetulnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) telah menyinggung soal tanggung jawab sosial perusahaan. Pada pasal 15 UUPM tersebut disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan  penanaman  modal  yang  dapat  berupa  penanam  modal  dalam negeri maupun penanam modal asing.

Sedangkan pada Pasal 88 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditentukan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial tersebut

dilakukan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Ketentuan  tersebut  ditindaklanjuti  dengan  terbitnya  Keputusan  Menteri BUMN  Nomor  Kep-236/MBU/2003  tentang  Program  Kemitraan  Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan. Melalui kebijakan tersebut pemerintah mewajibkan BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk pemberdayaan masyarakat yang implementasinya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan.

C.  Keuntungan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Menurut Eka Tjipta Foundation, tanggung jawab sosial perusahaan akan
menjadi

strategi
bisnis

yang
  inhern
   dalam
perusahaan
untuk meningkatkan atau menjaga daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit ditiru oleh para pesaing. Di lain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan mengubah prilaku konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian, akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak. Konsumen mendapatkan
produk
unggul
yang
ramah
lingkungan,
produsen

pun

mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara tidak langsung (Eka Tjipta Foundation. Sustainable CSR. Diakses dari www.ekafoundation.org., tanggal 10 Februari 2011).

Susanto  (2007)  mengemukakan  juga  bahwa  dari  sisi  perusahaan terdapat 6 (enam) manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas CSR:

1. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan CSR secara konsisten akan mendapat dukungan luas dari komunitas yang merasakan manfaat dari aktivitas yang dijalankan. CSR akan mengangkat citra perusahaan yang dalam rentang waktu yang panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan.

2. CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Sebagai contoh adalah sebuah perusahaan consumer goods yang beberapa waktu yang lalu dilanda isu adanya kandungan bahan berbahaya dalam produknya. Namun karena perusahaan tersebut dianggap konsisten dalam menjalankan CSR nya maka masyarakat menyikapinya dengan tenang sehingga relatif tidak mempengaruhi aktivitas dan kinerjanya.

3.   Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi baik, yang secara konsisten
melakukan
upaya-upaya
untuk
membantu
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Kebanggan  ini  pada  akhirnya  akan  menghasilkan  loyalitas  sehingga mereka lebih merasa termotivasi untuk bekerja keras demi kemajuan perusahaan.

4. CSR yang dilakukan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat
hubungan
antara
perusahaan
dengan
stakeholdersnya. Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih.

5.   Meningkatnya penjualan. Konsumen akan lebih menyukai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang secara konsisten menjalankan CSR nya sehingga memiliki reputasi yang lebih baik.

6.   Insentif-insentif  lainnya
seperti  insentif  pajak  dan  perlakuan  khusus lainnya.

Masih menurut Susanto dalam sumber yang sama, CSR dapat dipandang  sebagai  aset  strategis  dan  kompetitif  bagi  perusahaan  ditengah iklim bisnis yang makin sarat kompetisi. CSR banyak memberi keuntungan yaitu:

1.   Peningkatan profitabilitas bagi perusahaan dan kinerja finansial yang lebih baik. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengimplementasikan program CSR menunjukkan keuntungan yang nyata terhadap peningkatan nilai saham.

2.   Menurunkan risiko benturan dengan komunitas masyarakat sekitar, karena sesungguhnya
substansi
keberadaan
CSR
adalah
dalam
rangka memperkuat  keberlanjutan  perusahaan  itu  sendiri  di  suatu  kawasan, dengan jalan membangun kerja sama antar stakeholders yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitar atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait.

3.  Mampu meningkatkan reputasi perusahaan yang dapat dipandang sebagai social marketing bagi perusahaan tersebut yang juga merupakan bagian dari pembangunan citra perusahaan (corporate image building). Social Marketing akan memberikan manfaat dalam pembentukan brang image suatu   perusahaan   dalam   kaitannya   dengan   kemampuan   perusahaan terhadap komitmen yang tinggi terhadap lingkungan selain memiliki produk  yang  berkualitas  tinggi.  Hal  ini  tentu  saja  akan  memberikan dampak positif terhadap volume unit produksi yang terserap pasar yang akhirnya
akan
mendatangkan
keuntungan
yang
besar
terhadap peningkatan laba perusahaan. Kegiatan CSR yang diarahkan memperbaiki konteks korporat inilah yang memungkinkan alignment antara manfaat sosial dan bisnis yang muaranya untuk meraih keuntungan materi dan sosial dalam jangka panjang.

Selain beberapa keuntungan yang telah disebutkan, Muhammad Arief Effendi juga mengemukakan bahwa ada (4) empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan  dapat  tumbuh  dan  berkelanjutan  dan  perusahaan  mendapatkan citra  (image)  yang  positif  dari  masyarakat  luas.  Kedua,  perusahaan  lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal).Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal- hal yang kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management) (Muhammad Arief Effendi. 2007. Implementasi
GCG
Melalui
CSR.
Diakses
dari www.muhariefeffendi.wordpress.com., tanggal 15 Januari 2011).

D.  Pengembangan Masyarakat Yang Berkelanjutan Melalui Praktik Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan
CSR
adalah
basis
teori
tentang
perlunya
sebuah
perusahaan membangun   hubungan   harmonis   dengan   masyarakat   setempat.   Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu

perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah golden
rules,
yang
mengajarkan
agar
seseorang
atau
suatu
pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan  begitu,  perusahaan  yang  bekerja  dengan  mengedepankan  prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat (Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup. 2006. Diakses dari www. menlh.go.id, tanggal 15 Januari 2011).

Penerapan konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat yang menjadi kewajiban perusahaan harus berkelanjutan, tak lagi hanya insidental. CSR sering disalahartikan sebagai kegiatan donasi perusahaan atau sekedar ketaatan perusahaan pada hukum dan aturan yang berlaku (misalnya taat pada aturan mengenai standar upah minimum, tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur, dan lain-lain). Padahal kegiatan donasi (philantrophy) dan ketaatan perusahaan pada hukum tidak dapat dikatakan sebagai CSR. Kegiatan donasi dan ketaatan pada hukum hanya syarat minimum agar perusahaan dapat beroperasi dan diterima masyarakat (Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, 2008: 20).

Istilah philantrophy diartikan sebagai ” the act of donating money, goods, time, or effort to support a charitable cause, ussualy over an extended
period of time an in regard ti defined objective” ( Wikipedia. Philantrophy. Diakses dari www.wikipedia.org., tanggal 10 Februari 2011). Dari definisi tersebut  jelas  terlihat  bahwa  philantrophy  bersifat  charity.  Sebuah  charity tidak memerlukan suatu komitmen berkelanjutan. Artinya bahwa tanggung jawab
sebuah
perusahaan
dalam
charity
berakhir
bersamaan
dengan berakhirnya kegiatan amal tersebut.

Gunawan Widjaja dalam sebuah presentasi seminar “Menyongsong

Berlakunya UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggal 6

September 2007, dengan judul “Dampak Pelaksanaan UU No. 40 Tahun
2007  (UUPT)  Terhadap  Dunia  Usaha  di  Indonesia  (Tinjauan  Pasal  74
UUPT” menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan  adalah suatu komitmen bersama dari seluruh stakeholders perusahaan untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial. Jadi, CSR bukan merupakan sumbangan dari salah satu atau lebih stakeholders perusahaan (misalnya   berupa   penyisihan   keuntungan   dari   pemegang   saham   untuk kegiatan sosial), tetapi menjadi tanggung jawab seluruh stakeholders (dalam Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, 2008: 21).
Berdirinya sebuah perusahaan ditengah masyarakat, diakui atau tidak, tentu akan membawa dampak bagi masyarakat itu sendiri. Masyarakat mengharapkan kehadiran perusahaan dapat membantu mereka menuju kesejahteraan yang lebih baik. Salah satunya melalui tanggung jawab sosial perusahaan
lah
sebuah
perusahaan
ikut
berperan
dalam
memajukan

masyarakat, khususnya masyarakat sekitar perusahaan. Di masa kini mulai banyak perusahaan yang tidak lagi sekedar memperhatikan pencapaian dari aspek finansial atau ekonomis saja, namun telah memperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungan. Konsep single bottom line mulai tergantikan dengan konsep baru yang merupakan sinergi dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yaitu konsep triple bottom line.
Substansi yang sesungguhnya dari keberadaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerja sama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sudah seharusnya tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh sebuah
perusahaan
mengacu
pada
konsep
berkelanjutan.
Konsep berkelanjutan akan membawa masyarakat untuk dapat lebih mandiri.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang terdapat pada pasal 1 angka 3

UU  PT  yang  menegaskan  bahwa  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan adalah  komitmen  perseroan  untuk  berperan  serta  dalam  pembangunan ekonomi
berkelanjutan
guna
meningkatkan
kualitas
kehidupan
dan lingkungan   yang   bermanfaat,   baik   bagi   perseroan   sendiri,   komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan sendiri memang merupakan tindakan yang melampaui kepatuhan kepada segala hukum dan peraturan yang berkaitan dnegan bidang usaha perusahaan untuk berkomitmen pada perilaku

bisnis yang etis untuk meningkatkan kualitas hidup dari para pemangku kepentingan
dan
berkontribusi
pada
keberlanjutan
aspek
ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai bagian dari proses pembangunan berkelanjutan (Kementrian Lingkungan Hidup dan Universitas Trisakti, 2011:5).

Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus  merespon  dan  mengembangkan  isu  tanggung  jawab  sosial  sejalan dengan
kegiatan
usahanya.
Pertama,
perusahaan
adalah
bagian
dari masyarakat dan wajar apabila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan  yang  bersifat  simbiosis  mutualisme.  Ketiga,  kegiatan  tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.

E.  Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
PKBL merupakan kewajiban yang ditujukan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara konsep PKBL tidak jauh berbeda dengan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan swasta sehingga dapat dikatakan bahwa PKBL termasuk praktik tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh BUMN. Melalui PKBL diharapkan terjadi peningkatan partisipasi  BUMN  untuk  memberdayakan  potensi  dan  kondisi  ekonomi, sosial,
dan
lingkungan
masyarakat
dengan
fokus
diarahkan
pada

pengembangan
ekonomi
kerakyatan
untuk
menciptakan
pemerataan pembangunan.

PKBL merupakan perwujudan dari amanat yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Oleh karena itu, ketentuan tentang PKBL ini mengikat bagi perusahaan milik negara, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) maupun Perum. Terhadap Persero dan Perum, sifat peraturan tentang PKBL adalah  memaksa  (wajib  dilaksanakan)  karena  program  tersebut  dijadikan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan Persero maupun Perum.

Secara rinci PKBL untuk masyarakat sekitar perusahaan diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan. Sedangkan untuk pelaksanaan dari PKBL tersebut diatur dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan.

Pengertian Program kemitraan dan program bina lingkungan terdapat pada pasal 1 angka 3 dan 4 KepMen BUMN tentang PKBL. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba. Sedangkan  Program  Bina  Lingkungan  merupakan  program  pemberdayaan

kondisi  sosial  masyarakat  oleh  BUMN  di  wilayah  usaha  BUMN  tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Dalam Surat Edaran disebutkan bahwa untuk mempraktikkan PKBL, BUMN membentuk unit tersendiri yang khusus untuk melaksanakan PKBL (Unit PKBL). Unit ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi perusahaan
secara
keseluruhan,
sekurang-kurangnya
memenuhi
fungsi pembinaan, fungsi administrasi dan fungsi keuangan. Unit PKBL bertanggung jawab secara langsung kepada salah satu anggota Direksi yang ditetapkan oleh rapat Direksi.

Bagi persero besarnya dana PKBL ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dana yang telah ditetapkan oleh RUPS disetorkan pada unit PKBL selambat-lambatnya sebulan setelah penetapan (Pasal 8 ayat (3) dan (5) KepMen BUMN tentang PKBL). Selanjutnya pada pasal 8 ayat (6) KepMen yang sama disebutkan bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih dan terwujudnya transparansi dalam laporan keuangan, maka pembukuan dana PKBL dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan perusahaan.

KepMen   BUMN   tentang   PKBL   juga   menentukan   bahwa   dana program kemitraan diberikan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, pinjaman khusus dan hibah. Program kemitraan dilakukan terhadap usaha kecil dan diprioritaskan kepada usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses perbankan. Program kemitraan dapat dilakukan

pada usaha kecil yang tidak memiliki keterkaitan usaha dengan BUMN pembina, tetapi diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha. Sumber dana untuk program kemitraan diperoleh dari penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% sampai dengan 3%. Selain itu, dana juga dapat diperoleh dari hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasional, serta dari pelimpahan dana program kemitraan dari BUMN lain.

Pada program bina lingkungan, kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha perusahaan. Program tersebut dilaksanakan dalam bentuk bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, serta bantuan sarana Ibadah. Program bina lingkungan diselenggarakan dengan sumber dana yang diperoleh dari penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% dan hasil bunga deposito dan atau giro dari program bina lingkungan. Dalam kondisi tertentu, besarnya
penyisihan
laba
dapat
ditetapkan
lain
dengan
persetujuan Menteri/RUPS.

BAB III
METODE PENELITIAN
A.  Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  tentang  “Analisis  Terhadap  Implementasi  Tanggung Jawab
Sosial
Perusahaan
Dalam
Bentuk
Program
Kemitraan
dan
Bina Lingkungan (Studi Pada PT Madubaru di Kabupaten Bantul)” ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL beserta hambatannya dan dampak implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL tersebut, baik bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar.

B.  Subjek Penelitian
Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive. Penggunaan purposive menentukan bahwa pemilihan subjek penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian (Hadari Nawawi, 1998: 157). Selain itu, dalam penelitian ini digunakan pula snowball sampling untuk mendapatkan subjek penelitian lain yang terkait.

Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman serta keterlibatan  dalam  implementasi  tanggung  jawab  sosial  PT  Madubaru.

Berdasarkan pertimbangan dari kriteria tersebut, maka subjek penelitian ini adalah staff Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta staff Unit Pengelolaan Limbah dan Lingkungan (PLL).

Subjek penelitian yang lain ditentukan dengan teknik snowball, yaitu pada penentuan usaha kecil yang menjadi mitra binaan PT Madubaru dan warga masyarakat sekitar PT Madubaru yang menjadi sasaran program bina lingkungan. Usaha kecil yang dipilih adalah usaha kecil yang telah menjadi mitra binaan minimal selama 6 (enam) bulan dan diutamakan berkedudukan di sekitar PT Madubaru. Mitra binaan yang dipilih adalah Bengkel Tiara, Kerajinan Emas “Margono”, Sandra Leather, Meubel “LMD”, dan Koperasi Karyawan “Bina Usaha”. Sedangkan untuk mewakili masyarakat sasaran bina lingkungan, peneliti memilih beberapa warga masyarakat yang bertempat tinggal  di  sekitar  PT  Madubaru  dan  mengalami  dampak  negatif  dari keberadaan PT Madubaru, serta mengetahui implementasi tanggung jawab sosial PT Madubaru dalam bentuk program bina lingkungan. Peneliti memilih beberapa ketua RT, yaitu Ketua RT 4, RT 9, RT 10, dan RT 11 yang berlokasi Mrisi, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Lokasi tersebut berada di selatan PT Madubaru dan menjadi salah satu lokasi terdekat yang terkena dampak dari limbah PT Madubaru.

C.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan
menggunakan
wawancara
(interview)
dan
dokumentasi.
Teknik wawancara  dilakukan  terhadap  subjek  penelitian  yang  telah  terpilih  sebagai subjek penelitian, yaitu staff Unit PKBL dan staff Unit PLL, pemilik usaha kecil yang menjadi mitra binaan serta warga masyarakat sasaran program bina lingkungan di sekitar PT Madubaru.

Pedoman wawancara menggunakan pedoman bebas terstruktur, yaitu peneliti telah menyiapkan pokok-pokok pertanyaan yang dinilai penting dan selanjutnya peneliti bebas untuk mengembangkan pertanyaan di lapangan. Tujuannya agar informasi dapat digali secara mendalam atau maksimal sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil wawancara yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan guna menunjang kelengkapan data. Dokumen yang diperoleh berupa daftar nama dan alamat mitra binaan PT Madubaru, daftar nama dan alamat masyarakat sasaran bina lingkungan, struktur organisasi PT Madubaru, Surat Persetujuan Realisasi Pinjaman Dana PKBL, Perjanjian Kemitraan, dan Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL Tahun 2008-2010 bagian Alokasi Dana untuk Pinjaman, Hibah dan Bina Lingkungan.

D.  Validasi Data
Data
yang
diperoleh
dari
penelitian
ini
harus
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, data yang telah terkumpul terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan keabsahannya. Validasi data dilakukan dengan melakukan cross check data yang diperoleh dari subjek penelitian melalui wawancara dan data dokumentasi.

E.  Teknik Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  dengan  analisis  induktif  yang  dilakukan  sejak awal pengumpulan data sampai dengan akhir pengumpulan data. Analisis induktif ini
digunakan
untuk
menilai
dan
menganalisis
data
tentang
bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL, hambatan- hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT Madubaru dalam megimplementasikan program  PKBL  tersebut  dan  bagaimana  dampak  dari  implementasi  tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL oleh PT Madubaru.

Analisis induktif dilakukan dengan cara menganalisis hal-hal yang bersifat khusus untuk selanjutnya akan ditarik kesimpulan yang objektif sesuai dengan fakta. Langkah-langkah analisis data ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut:

1.   Data yang terkumpul akan dipilah-pilah dan dipilih yang sesuai atau relevan dan mampu menjawab permasalahan pada penelitian ini dan selanjutnya data akan disederhanakan (Reduksi Data).

2.   Data yang sudah dipilih sebagai hasil reduksi data kemudian dikategorisasi sesuai dengan tujuan penelitian supaya dapat memberikan gambaran kepada peneliti mengenai implementasi tanggung jawab sosial dalam bentuk PKBL oleh PT Madubaru, hambatan-hambatannya dan dampak implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL tersebut (Unitisasi dan Kategorisasi).

3. Data yang telah didapatkan kemudian dipaparkan dalam bentuk narasi (deskriptif) yaitu berupa informasi yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi tanggung jawab sosial dalam bentuk PKBL oleh PT Madubaru, hambatan-hambatannya dan dampak implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL tersebut (Display Data).

4.   Dari  data  yang  sudah  ada  kemudian  ditarik  kesimpulan  sebagai  hasil penelitian.
Penarikan
kesimpulan
terus
dilakukan
selama
penelitian berlangsung dan selalu diverifikasi dengan melihat kembali pada data yang telah dipilih dan dipaparkan, sehingga pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan permasalahan.

F.
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Gambar 1

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Gambaran Umum Tentang PT Madubaru
1.   Sejarah dan Visi Misi PT Madubaru
PT Madubaru adalah satu-satunya pabrik gula dan spiritus di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tepatnya berlokasi di Padokan, Tirtonirmolo, Bantul. Keberadaan PT Madubaru di lokasi tersebut membawa keuntungan tersendiri bagi pabrik, antara lain lokasi yang cukup dekat dengan kota sehingga memudahkan untuk mendapatkan kebutuhan yang diperlukan, lokasi dekat dengan sumber air/sungai untuk kebutuhan pabrik terutama untuk air pengisi ketel uap, tanah di sekitar pabrik sangat cocok untuk ditanami tebu, dan cukup mudah untuk mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan.

PT Madubaru dibangun pada tahun 1955 atas prakarsa Sri Sultan Hamengku Buwana IX. Diawal pendiriannya, kebutuhan areal untuk komplek pembangunan pabrik adalah 269.410 m2, sebagian berasal dari tanah bekas pabrik gula Padokan seluas 90.650 m2 sedangkan sisanya seluas 178.760 m2 diperoleh dengan membeli tanah sawah milik penduduk sekitar.

Pada
proses
pembangunannya
yang
dimulai
tahun
1955
tersebut digunakan tenaga-tenaga teknisi dari Jerman Timur sebanyak 250 orang yang datang secara bergantian, dengan nilai pembayaran yang digabungkan dengan kontrak pembeliannya. Sementara itu pihak pemerintah Indonesia menyediakan

tenaga kasar, bahan-bahan, peralatan-peralatan pembantu, bahan bahan lainnya yang diperlukan dalam pembangunan fisik pabrik. Semua pengeluaran yang diperlukan  untuk  itu  menjadi  tanggungan  pemerintah  Indonesia.  Pemilihan Jerman Timur tidak terlepas dari pandangan politik presiden Soekarno waktu itu yang cenderung melihat blok Timur seperti Rusia, Jerman Timur, Cina, Kuba dan sebagainya. Berdasarkan persetujuan tanggal 3 Februari 1955, Pemerintah Republik Indonesia membeli mesin pabrik gula dan spiritus dari Jerman Timur.

Peletakan batu terakhir pada tanggal 31 Maret 1958 menandai selesainya pembangunan fisik PG Madukismo oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang pada saat itu bertindak sebagai Presiden Direktur Naamloze Vennootschap (NV) Madubaru. Acara tersebut menandai telah selesainya pembangunan pabrik gula dan pabrik spiritus. Dengan demikian, pabrik gula dan pabrik spiritus Madukismo sudah siap menggiling tebu perdana dengan areal 2.500 ha. Pada saat bersamaan dibangunlah rumah-rumah buruh. Batu pertama pembangunan perumahan buruh ini pertamanya diletakan oleh Letnan Kolonel Selo Ali yang bertindak selaku Penasehat
Usaha
Veteran
CV
Pantja
Darma
yang
diserahi
untuk menyelenggarakan perumahan tersebut.

Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 Mei 1958. Nama pertama yang diberikan kepada pabrik gula baru itu adalah P2G Madu Baru PT (sekarang PT. Madubaru). Presiden Direktur pertama kali dijabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sedangkan modalnya berasal dari Sri Sultan dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Pada awal berdirinya, kepemilikan saham sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dipegang oleh Sri Sultan Hamengku Buwana IX, sedangkan 25% (dua puluh lima persen) dimiliki oleh pemerintah RI (Departemen Pertanian). Saat ini saham perusahaan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dimiliki oleh Sri Sultan Hamengku Buwana X, sedangkan sisanya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dimiliki oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia  (PT RNI).

Kronologis status dan perubahan manajemen dari PT Madubaru adalah sebagai berikut:

1.   Tahun 1955 – 1962, PT Madubaru berstatus sebagai perusahaan swasta.

2.   Tahun
1962
Pemerintah
Republik
Indonesia
mengambil
alih
seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, baik milik asing, swasta, maupun semi swasta. Pada saat ini PT Madubaru berubah statusnya menjadi perusahaan negara. Selanjutnya pemerintah membentuk suatu badan untuk memimpin ulang PT Madubaru, yaitu Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPU PPN). Hal tersebut berlangsung hingga tahun 1966.

3.   Tahun 1966, BPU PPN bubar dan status PT Madubaru kembali lagi menjadi perusahaan swasta.

4.   Tahun
1984,
perusahaan
mengalami
kesulitan
likuiditas.
Pemerintah memberikan pinjaman dengan syarat pengelolaan manajemen dipegang oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI). Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyetujui syarat tersebut. Selanjutnya pemerintah menunjuk PT RNI untuk mengelola PT Madubaru. Kedua belah pihak terikat kontrak manajemen yang

ditanda tangani tanggal 4 Maret 1984 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Direktur Utama PT RNI Mohammad Yusuf. Perjanjian pengelolaan yang disepakati adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan kemudian diperpanjang lagi selama 10 (sepuluh) tahun hingga tahun 2004.

5.   Pada perkembangannya pinjaman pemerintah dikonversikan menjadi saham, sehingga pada saat itu pemegang sero mayoritas adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX yaitu sebanyak 65% (enam puluh lima persen). Sedangkan pemerintah memiliki 35% (tiga puluh lima persen) saham. Di awal tahun 2004, kepemilikan saham pemerintah dialihkan kepada PT RNI melalui penambahan penyertaan modal pemerintah sehingga PT RNI menjadi pemegang saham PT Madubaru bersamaan dengan berakhirnya perjanjian pengelolaan. Sejak itu lah PT madubaru dikelola oleh Direksi secara mandiri.

Saat ini PT Madubaru memiliki visi menjadikan PT Madubaru perusahaan agroindustri yang unggul di Indonesia dengan menjadikan petani sebagai mitra sejati. Sedangkan misi PT Madubaru adalah sebagai berikut:

1.   Menghasilkan gula dan ethanol yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri di Indonesia.

2. Menghasilkan produk dengan memanfaatkan teknologi maju yang ramah lingkungan, dikelola secara profesional dan inovatif, memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan serta mengutamakan kemitraan dengan petani.

3.   Mengembangkan produk/bisnis baru yang mendukung bisnis inti.

4.   Menempatkan karyawan dan stakeholders lainnya sebagai bagian terpenting dalam proses penciptaan keunggulan perusahaan dan pencapaian shareholders values.
2.   Struktur Organisasi PT Madubaru
Perusahaan dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam pelaksanaan kegiatan dibantu oleh Staf Ahli Direktur. Direktur membawahi Kepala Bagian Instalasi, Kepala Bagian Pabrikasi, Kepala Bagian Tanaman, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum, Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan, Kepala Bagian Pemasaran dan Kepala Pabrik Spiritus.

Terkait dengan penelitian ini, keberadaan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Unit PKBL) dan Unit Pengelolaan Limbah dan Lingkungan (Unit  PLL)  sangat  berperan  besar  karena  staff  pada  kedua  unit  tersebut merupakan pihak yang mengetahui informasi terkait dengan permasalahan pada perumusan masalah. Staff PKBL berada dibawah Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan.  Sedangkan  Staff  PLL  berada  dibawah  Kepala  Bagian  Pabrikasi. Secara ringkas struktur organisasi PT Madubaru dapat dilihat pada gambar 2.

Struktur Organisasi PT Madubaru
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Gambar 2
Keterangan Gambar:
1 = Direktur
7 = Kepala bagian Akuntansi dan Keuangan

2 = Sekretariat
8 = Kepala Bagian Pemasaran

3 = Kepala Bagian Instalasi
9 = Kepala Pabrik Spiritus

4 = Kepala Bagian Pabrikasi
10 = Unit  PLL

5 = Kepala Bagian Tanaman
11 = Unit PKBL

6 = Kepala Bagian SDM dan Umum

3.   Produk PT Madubaru
PT Madubaru terdiri dari Pabrik Gula Madukismo (PG Madukismo) dan Pabrik Spiritus Madukismo (PS Madukismo). PG Madukismo mulai beroperasi pada tahun 1958 dan PS Madukismo baru mulai beroperasi pada tahun 1959. Sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan per tahun selama 24 (dua puluh empat) jam sehari merupakan masa produksi PT Madubaru. Terus menerus anatar bulan Mei sampai dengan Oktober. Selain bulan-bulan tersebut digunakan untuk memelihara mesin pabrik.

Produksi utama PT Madubaru adalah gula pasir dengan kualitas SHS IA (Superior Head Sugar) atau Gula Kristal Putih (GKP). Sedangkan produk sampingan dari PT Madubaru adalah
alkohol murni (95%) dan spiritus baker (94%). Alkohol yang tersebut biasanya digunakan dalam industri kosmetik dan industri farmasi. Spiritus merupakan bahan bakar alternatif terbarukan, murah dan aman.  Mutu  dari  produk  sampingan  tersbeut  dipantau  oleh  Balai  Penelitian Kimia, Departemen Perindustrian dan PT Sucofindo Indonesia (PT Madubaru, PG/PS Madukismo, 2007:7).

4.   Limbah Industri dan Pengelolaan Limbah Industri PT Madubaru
Keberadaan PT Madubaru dengan produknya yang cukup bervariasi tidak dapat dipungkiri telah memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Namun  demikian,  disisi  lain  dampak  negatif  yang  merugikan  masyarakat  di sekitar  pabrik  dapat  saja  terjadi.  Dampak  negatif  tersebut  terutama  akibat

penanganan limbah yang kurang baik, baik terhadap limbah padat, cair, maupun gas. Jenis limbah industri yang timbul pada kegiatan operasional PT Madubaru dan cara pengelolaannya adalah:

a.   Pasir/Lumpur,

Limbah  ini  merupakan  kucuran  yang  terbawa  oleh  nira  mentah  yang kemudian dipisahkan dengan metode tertentu (dorrclone) dan kemudian dimanfaatkan untuk urug lahan atas permintaan masyarakat.

b.   Abu Ketel Uap,

Limbah ini merupakan limbah padat yang dihasilkan dari sisa pembakaran pada stasiun ketel uap (boiler) ketika masa giling. Saat ini sebagian limbah abu dimanfaatkan sebagai bahan untuk urug lahan bagi yang memerlukan, sebagai bahan baku pupuk ”mix madros”, dan untuk membuat batako abu. Batako abu tersebut sebagian telah dipakai untuk membangun sebuah ruangan di PT Madukismo. Namun demikian, saat ini masih terus dilakukan upaya uji coba untuk memperbaiki kualitas batako abu sehingga layak jual.

c.   Debu/Langes dari Ketel Uap,

Debu tersebut terbawa keluar lewat cerobong asap. Limbah debu ini banyak menuai komplain dari masyarakat sekitar pabrik karena dirasa cukup mengganggu. Limbah ini dapat mengakibatkan penyakit infeksi saluran pernafasan, iritasi mata, dan sebagainya. PT Madubaru mengakui belum dapat menangani limbah debu dengan sempurna, tetapi telah dilakukan upaya untuk

menekan
keluarnya
limbah
debu
tersebut
ke
udara,
yaitu
dnegan menggunakan alat perangkap debu (dust collector).

d.   Blotong

Blotong adalah endapan kotoran yang dihasilkan pada proses pemurnian nira di  stasiun  pemurnian  nira.  Nira  yang  diendapkan  akan  menghasilkan  nira kotor  yang  kemudian  diolah  di  rotary  vacuum  filter.  Di  alat  ini  akan dihasilkan  nira  tapis  dan  endapan  yang  biasanya  disebut  “blotong”  (filter cake). Blotong yang dihasilkan tersebut dimanfaatkan antara lain untuk pupuk tanaman ’mix madros” dan sebagian digunakan untuk bahan bakar. Proses pengolahan
blotong
dilakukan
secara
biologis
karena
memanfaatkan mikroorganisme sebagai agen pengurai limbah. Penggunaan blotong sebagai pupuk  di  lahan  tebu  baru  sebatas  pada  lahan  tebu  milik  PT  Madukismo sendiri. Jumlah limbah ini cukup banyak dalam sehari, yaitu sekitar 100 ton/hari.

e.   Tetes,

Tetes adalah sisa sirup terakhir dari masakan yang telah dipisahkan gulanya melalui kristalisasi berulangkali sehingga tidak mungkin lagi menghasilkan gula  dengan  kristalisasi  konvensional.  Limbah  ini  dimanfaatkan  sebagai bahan baku alkohol yang diproduksi oleh Pabrik Spiritus Madukismo.

f.
Vinasse (slop),

Vinasse merupakan limbah cair hasil dari pabrik spiritus yang berasal dari sistem penyulingan alkohol di stasiun penyulingan. Limbah ini cukup banyak

dihasilkan dalam setiap harinya. Warna limbah ini coklat kehitaman. Vinasse ini sebelum dialirkan ke sungai terlebih dahulu diolah di Unit Pengolahan Limbah Cair (UPLC). Operasionalnya masih perlu disempurnakan lagi secara bertahap agar hasilnya memenuhi standar baku mutu limbah cair yang ditentukan. Hal tersebut dinyatakan oleh beberapa warga yang bertempat tinggal tidak jauh dari Sungai Bedog tempat limbah dialirkan. Namun demikian, bagi para petani di sekitar pabrik limbah vinasse dimanfaatkan untuk pupuk cair.

g.   Limbah gas,

Limbah   gas yang ditimbulkan berupa bau belerang dan bau busuk. Selama ini, limbah ini masih menjadi salah satu limbah yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar dan belum diatasi dengan baik oleh PT Madubaru.

Gangguan lingkungan lain yang juga ditimbulkan selain limbah padat, cair, dan gas adalah suara bising yang ditimbulkan dari bocoran uap yang berlebih di stasiun ketel uap. Telah dilakukan upaya untuk meredam gangguan tersebut yaitu dengan alat peredam suara (silencer) di setiap ketel uap.

Telah disebutkan di atas bahwa hasil sampingan (limbah) pabrik gula maupun pabrik spiritus cukup beragam. Agar limbah ini tidak menjadi masalah bagi lingkungan sekitar, maka diperlukan suatu pengelolaan terhadap limbah tersebut secara tepat. Cara-cara yang bisa digunakan dalam pengolahan limbah yaitu menetralkan limbah sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan dan dengan

mengubah limbah menjadi barang lain yang lebih bernilai tinggi sebagaimana telah dipaparkan diatas.

Meskipun telah dilakukan beberapa upaya untuk meminimalisir dampak dari limbah yang dihasilkan, namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan, masyarakat di sekitar PT Madubaru masih merasakan dampak negatif dari limbah tersebut. Selain limbah debu yang mencemari udara, pembuangan sisa limbah cair ke sungai pun turut mencemari lingkungan sekitar sungai, termasuk pencemaran udara berupa bau menyengat dari limbah cair tersebut. PT Madubaru membuang sisa limbah dari pabrik gula ke sungai Winongo, sedangkan limbah pabrik spiritus dialirkan menuju sungai Bedog. Wilayah di sekitar pabrik dan lokasi pembuangan limbah tersebut merupakan Zona Komplain atau Zona Merah bagi PT Madubaru. Artinya, zona tersebut merupakan zona atau wilayah yang rawan komplain akibat limbah yang dihasilkan, sehingga harus mendapatkan perhatian yang lebih dari PT  Madubaru.  Namun  demikian,  menurut  keterangan  dari  Unit  PLL,  PT Madubaru belum pernah mendapatkan sanksi atas persoalan yang terkait dengan limbah industri yang dihasilkan tersebut.

Adanya dampak negatif yang hingga saat ini dirasakan masyarakat sekitar karena eksistensi PT Madubaru tersebut membuat masyarakat ”menuntut” untuk dilakukannya penanganan limbah dengan lebih baik serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat karena bagaimanapun telah terjadi interaksi antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Kontribusi tersebut menurut keterangan  PT  Madubaru  telah  direalisasikan  melalui  tanggung  jawab  sosial

dalam bentuk PKBL. Pada paparan sub bab berikut akan diuraikan bagaimana implementasi dari tanggung jawab sosial PT Madubaru dalam bentuk PKBL, hambatan dalam implementasi dan dampak dari implementasi yang dilakukan.

B.  Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Bentuk Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan Oleh PT Madubaru
Peran perusahaan, termasuk BUMN, memang sangat diperlukan dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Peran tersebut salah satunya diwujudkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Di  Indonesia,  kebijakan  mengenai  tanggung  jawab  sosial  perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pada pasal 74 ayat (1), yaitu perusahaan wajib menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Ayat berikutnya menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
perseroan
yang
pelaksanaannya
dilakukan
dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pada  ayat  (4)  dinyatakan

bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Disamping itu, sebelum UU PT muncul, pasal 15 Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) telah menyinggung soal tanggung jawab sosial perusahaan. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.

Bahkan
beberapa
tahun
sebelum
UU
PT
dan
UU
PM
tersebut diundangkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang diwajibkan melalui Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2003 tentang BUMN. Tanggung jawab sosial tersebut dilakukan melalui Program
Kemitraan
dan
Bina
Lingkungan
(PKBL).
Ketentuan
tersebut ditindaklanjuti   dengan   terbitnya   Keputusan   Menteri   BUMN   Nomor   Kep-

236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan. Melalui kebijakan tersebut pemerintah mewajibkan BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk pemberdayaan masyarakat yang implementasinya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan.

Kepemilikan saham PT RNI pada PT Madubaru turut menentukan bentuk tanggung  jawab  sosial  perusahaan  yang  diterapkan.  Komposisi  kepemilikan saham PT Madubaru 65% (enam puluh lima persen) milik  Kraton dan 35% (tiga puluh lima persen) milik PT RNI. Hal tersebut berlangsung sejak tanggal 24

Februari 2004 hingga sekarang. Keberadaan PT RNI sebagai bagian dari PT Madubaru menyebabkan PT Madubaru melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL. PT Madubaru mengikuti ketentuan dari PT RNI sebagai BUMN.

PT  RNI  sebagai  BUMN  wajib  melakukan  Program  Kemitraan  dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan dan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan. Melalui PKBL diharapkan terjadi peningkatan partisipasi BUMN untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan.

Pada pelaksanaan PKBL, BUMN membentuk unit tersendiri yang khusus melaksanakan PKBL. Unit tersebut disebut dengan Unit PKBL. Unit ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi perusahaan secara keseluruhan. Unit PKBL PT Madubaru berada dibawah koordinasi PKBL PT RNI meskipun sumber

dana untuk PKBL yang dilaksanakan berasal dari PT Madubaru. Pada struktur organisasi PT Madubaru, Unit PKBL merupakan bagian dari  Bagian Akuntansi dan Keuangan. Pada Unit PKBL tersebut terdapat seorang staf PKBL dan seorang asisten PKBL. Staf dan asisten PKBL tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur.

Unit PKBL PT Madubaru adalah lembaga pembinaan usaha kecil dan koperasi   di   lingkungan   PT   Madubaru   yang   keberadaan   dan   kegiatannya merupakan penugasan dari pemerintah untuk ikut memberdayakan usaha kecil dan koperasi terutama yang berada di sekitar wilayah PT Madubaru guna mendukung
kelancaran
dan
keharmonisan
dalam
kegiatan
operasional perusahaan. Selain itu, juga untuk memberdayakan kondisi sosial masyarakat di sekitar perusahaan melalui kegiatan bina lingkungan.

Sumber dana untuk kegiatan PKBL ini berasal dari alokasi laba setelah dikurangi pajak sebesar 1%-3% untuk program kemitraan dan  jasa administrasi pinjaman/marjin, bunga deposito atau jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasional, sedangkan untuk program bina lingkungan sebesar  maksimal  1%  dari  penyisihan  laba  setelah  dikurangi  pajak  dan  hasil bunga deposito atau jasa giro dana program bina lingkungan. Selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2008, 2009, dan 2010, jumlah dana secara keseluruhan yang  telah  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  PKBL  dapat  dilihat  pada  tabel.

Sedangkan dana PKBL yang dimanfaatkan pada tahun 2011 sedang dalam proses dan belum ada laporan finalnya, sehingga belum dapat dipublikasikan.

Tabel Alokasi Dana untuk Pelaksanaan Kegiatan PKBL PT Madukismo
	Bentuk Kegiatan

PKBL
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010

	Pinjaman
	822.000.000,-
	734.000.000,-
	868.000.000,-

	Hibah
	12.617.350,-
	17.647.640,-
	24.587.618,-

	Bina Lingkungan
	60.115.000,-
	48.065.500,-
	13.734.200,-


Sumber: Laporan Tahunan PKBL Tahun 2008-2010.

Terhadap kegiatan PKBL ini, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan, selain memiliki kewajiban membentuk Unit PKBL, PT Madubaru memiliki beberapa kewajiban sebagai berikut:

1.   Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan PKBL.

2.   Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL.

3.   Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon mitra binaan secara langsung.

4.   Menyiapkan dan menyalurkan dana program kemitraan kepada mitra binaan dan dana program bina lingkungan kepada masyarakat.

5.   Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap mitra binaan.

6.   Mengadministrasikan kegiatan pembinaan.

7.   Melakukan pembukuan atas kegiatan PKBL.

8.   Menyampaikan laporan pelaksanaan PKBL yang meliputi laporan berkala, baik laporan triwulan maupun tahunan.

Pembukuan atas program kemitraan dan bina lingkungan yang dilakukan oleh  PT  Madubaru  dibuat  secara  terpisah  dari  pembukuan  perusahaan.  Hal tersebut dilakukan dengan tujuan terwujudnya transparansi dalam pembukuan.

Berikut akan dipaparkan mengenai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk program kemitraan dan program bina lingkungan yang dilakukan oleh PT Madubaru.

1.   Implementasi Program Kemitraan PT Madubaru
Program
kemitraan
adalah
program
yang
dilaksanakan
untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana bagian dari laba BUMN. Pada pasal 3 Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan disebutkan  bahwa  usaha  kecil  yang  dikatakan  sebagai  kegiatan  ekonomi rakyat yang berskala kecil harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

a.   Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

b.   memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

c.   Milik Warga Negara Indonesia.

d.   Berdiri
sendiri,
bukan
merupakan
anak
perusahaan
atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, maupun berafiliasi baik secara langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  usaha  menengah  atau  usaha besar.

e.   Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

f.
Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun.

g.   Memiliki potensi dan prospek usaha yang bisa dikembangkan. h.   Usaha kecil tersebut tidak sedang dibina oleh BUMN lain.

i.
Memiliki kedudukan yang tetap.

Selain  itu,  berdasarkan  Surat  Edaran  Mentri  BUMN  Nomor  SE-

433/MBU/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan , bahwa yang menjadi prioritas pada program kemitraan ini adalah:

a.   Ditujukan terutama bagi usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses perbankan.

b.   Dapat dilakukan kepada usaha kecil yang tidak memiliki kaitan usaha dengan BUMN pembina, namun diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha.

Pada program kemitraan, usaha kecil merupakan mitra binaan dari PT Madubaru. Perlu dibedakan antara mitra binaan dan mitra perusahaan. Mitra binaan  adalah  usaha  kecil  yang  mendapatkan  pinjaman  atau  hibah  dari program kemitraan.  Sedangkan  mitra  perusahaan  adalah  pihak-pihak  yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan, termasuk para petani tebu yang memasok hasil panen tebu kepada PT Madubaru.

PT Madubaru memiliki visi dalam program kemitraan yang dilakukan, yaitu menjadi lembaga pembina bagi usaha kecil dan koperasi yang handal dan mampu memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai penopang perekonomian nasional dan mengangkat citra PT Madubaru. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

a.   Menjadikan usaha kecil dan koperasi produktif, efisien, dan profesional.

b.   Menjadikan usaha kecil dan koperasi yang mampu mendukung usaha dan mengangkat citra PT Madubaru.

Selain memiliki visi dan misi, PT Madubaru juga telah menetapkan beberapa strategi yang digunakan dalam melaksanakan PKBL. Strategi tersebut yaitu:

a.   Mengikutsertakan mitra binaan ke dalam pameran secara bertahap dan berkelanjutan.

b.   Melakukan  kerja  sama  dengan  instansi  terkait  dalam perencanaan  dan pelaksanaan pembinaan usaha kecil dan koperasi / calon mitra binaan.

Sosialisasi kepada masyarakat luas terhadap adanya program PKBL dari PT Madubaru dilakukan dengan cara menyebarkan brosur PKBL pada event pameran, melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, dan melalui para pegawai PT Madubaru yang menyampaikan informasi PKBL secara langsung kepada usaha kecil di lingkungan tempat tinggal mereka.

Sampai tahun 2010 usaha kecil dan atau koperasi yang pernah menjadi mitra binaan PT Madubaru sebanyak 229 mitra binaan. Namun demikian, saat ini hanya tinggal 176 mitra binaan saja yang masih aktif menjadi mitra binaan PT Madubaru. Mitra binaan tersebut memiliki jenis usaha yang bermacam- macam meliputi usaha kerajinan, perdagangan, peternakan, perikanan, dan jasa. Usaha kecil yang menjadi mitra binaan PT Madubaru tidak hanya berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saja, tetapi ada pula yang berkedudukan di Wonosobo dan Magelang. Namun demikian, untuk pelaksanaan  program  kemitraan  ini  PT  Madubaru  tetap  mengutamakan pemilik usaha kecil yang memiliki Kartu Tanda Penduduk DIY.

Pada mulanya penentuan sasaran usaha kecil yang nantinya akan menjadi mitra binaan dilakukan PT Madubaru secara global yang dituangkan dalam  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA)  PT  Madubaru.  Alokasi  dana untuk program kemitraan, baik bagi mitra binaan yang lama maupun mitra binaan yang baru, ditentukan nilainya sesuai dengan perhitungan dana yang

tersedia dengan prosentase mengacu pada ketentuan yang ada. Sasaran secara detail  dapat  berubah  sesuai  dengan  kebijakan  manajemen  PT  Madubaru. Usaha kecil yang menjadi calon mitra binaan diperoleh PT Madubaru dari hasil survey nya terhadap beberapa usaha kecil yang dinilai memenuhi kriteria untuk menjadi mitra binaan atau dapat juga berasal dari pengajuan diri untuk menjadi mitra binaan dari masyarakat. Jadi, PT Madubaru mendapatkan beberapa usaha kecil sebagai calon mitra binaan dari 2 (dua) arah, yaitu dari PT Madubaru sendiri dan masyarakat.

Bentuk   program  kemitraan   yang   dilakukan   oleh   PT   Madubaru meliputi:

a.   Pinjaman Jangka Panjang, yaitu pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.

b.   Pinjaman Jangka Pendek (Khusus), yaitu pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat  jangka  pendek  dalam  rangka  memenuhi  pesanan  dari  rekanan usaha mitra binaan.

c.   Hibah, yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang terkait dengan manajerial  yaitu  seperti  pelatihan  dan  yang  terkait  dnegan  pemasaran, yaitu seperti pameran dan promosi produk unggulan  mitra binaan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh usaha kecil yang akan menjadi mitra binaan PT Madubaru adalah sebagai berikut:

a.   Membuat surat pengajuan pinjaman dana program kemitraan (proposal). b.   Mengisi formulir yang telah disediakan.

c.   Melampirkan foto copy KTP suami dan istri (jika sudah menikah). d.   Melampirkan foto copy kartu keluarga (C1).

e.   Melampirkan surat izin usaha (jika ada).

Surat pengajuan pinjaman yang dibuat oleh calon mitra tersebut ditujukan kepada Direktur PT Madubaru dan sekurang-kurangnya harus memuat:

a.   Nama dan alamat unit usaha.

b.   Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha. c.   Bukti identitas pemilik/pengurus unit usaha.

d.   Bidang usaha.

e.   Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang.

f.
Perkembangan  kinerja  usaha  (arus  kas,  perhitungan  pendapatan/beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha).

g.   Rencana usaha dan kebutuhan dana.

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh usaha kecil yang akan menjadi mitra binaan, baik yang ditentukan oleh PT Madubaru maupun yang mengajukan diri dari masyarakat. Biasanya bagi usaha kecil yang ditentukan oleh PT Madubaru ada kebijakan manajemen terkait dengan kepentingan perusahaan atau kegiatan operasional PT Madubaru. Misalnya, usaha kecil tersebut merupakan usaha kecil yang memasok bahan bakar (kayu) untuk

kegiatan operasional PT Madubaru atau usaha kecil tersebut berlokasi di wilayah yang terkena dampak negatif secara langsung dari keberadaan PT Madubaru.

Setelah
syarat-syarat
tersebut
dipenuhi,
maka
selanjutnya
PT Madubaru  akan  melakukan  evaluasi  dan  seleksi  terhadap  surat  pengajuan yang masuk ke PT Madubaru. Tim dari unit PKBL akan melakukan survey ke lapangan untuk melihat kondisi tempat usaha, kondisi usaha, dan kemudian akan dinilai kelayakan usahanya. Proses tersebut berlangsung sekitar 15 hari. Calon mitra binaan yang dinilai layak untuk dibina selanjutnya akan menyelesaikan  proses  pemenuhan  syarat  administrasi.  Syarat  adminsitrasi yang dimaksudkan adalah penandatanganan surat pernyataan tidak sedang menjadi mitra binaan dari BUMN lain, membayar materai, menitipkan agunan serta membayar premi asuransi sesuai dengan jangka waktu pinjaman.

PT Madubaru mewajibkan penyerahan agunan sebagai rasa tanggung jawab calon mitra binaan terhadap pinjaman yang diterima. Agunan yang diserahkan disesuaikan dengan jumlah pinjaman. Minimal taksirannya sama dengan nilai pinjaman. Usaha kecil yang menjadi mitra binaan biasanya mengagunkan BPKB atau sertifikat tanah bangunan. Selain itu jaminan dapat pula berupa peralatan/barang yang dibeli dari dana pinjaman secara fiducia. Namun demikian, berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan menunjukkan bahwa tidak seluruh usaha kecil yang menjadi mitra binaan PT Madubaru menyerahkan agunan sesuai dengan yang seharusnya. Ada mitra

binaan yang mengakui menyerahkan agunan dibawah nilai pinjaman. Hal tersebut disebabkan adanya faktor kepercayaan antara pemilik usaha kecil dan tim dari Unit PKBL PT Madubaru.

Syarat administrasi berupa pembayaran premi asuransi dimaksudkan untuk membayar premi asuransi kematian. PT Madubaru bekerja sama dengan Bumiputera sejak tahun 2007. Selama ini baru ada 1 (satu) perjanjian asuransi yang ditutup dikarenakan pemilik usaha kecil perseorangan meninggal dunia sebelum seluruh kewajibannya kepada PT Madubaru terpenuhi.

Proses selanjutnya adalah diterbitkannya Surat Persetujuan Realisasi Pinjaman  Dana  PKBL  oleh  Direktur  PT  Madubaru  dan  ditindak  lanjuti dengan Perjanjian Kemitraan. Jangka waktu untuk tahapan tersebut sangat tergantung pada jadwal kegiatan Direktur sebab pada saat penandatanganan Direktur harus hadir. Namun biasanya, jangka waktu yang diperlukan dari penilaian layak dan penyelesaian administrasi ke tahapan diterbitkannya Surat Persetujuan Realisasi Pinjaman Dana PKBL dan Perjanjian Kemitraan adalah sekitar 2-5 hari.

Surat Persetujuan Realisasi Pinjaman Dana PKBL yang di sepakati kedua belah pihak memuat hal-hal berikut ini:

a.   Jumlah pinjaman yang disetujui. b.   Kegunaan bantuan.

c.   Jangka waktu pinjaman. d.   Bunga.

e.   Cara pembayaran. f.
Jaminan pinjaman. g.   Pengikatan.

h.   Realisasi.

i.
Kewajiban lain yang harus dipenuhi mitra binaan.

Jumlah
pinjaman
yang
diberikan
kepada
mitra
binaan
sangat ditentukan oleh hasil analisis kelayakan usaha yang dilakukan oleh tim Unit PKBL. Realisasi dari pinjaman tersebut diserahkan kepada mitra binaan di kantor PKBL atau ditransfer ke rekening bank mitra binaan. Kegunaan dari pinjaman yang diberikan adalah untuk penambahan modal kerja, baik dipergunakan untuk pembelian peralatan maupun barang (termasuk bahan baku). Sedangkan jangka waktu pinjaman yang ditetapkan oleh PT Madubaru mulai dari 6 (enam) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan. Hal tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan dan kemampuan masing-masing mitra binaan dalam memenuhi kewajiban.

Pinjaman yang diberikan oleh PT Madubaru kepada mitra binaan dikenakan bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun. Bagi mitra binaan, bunga yang ditentukan tersebut tidak terlalu tinggi, sebab sebanding dengan kemudahan syarat, proses dan agunan yang diserahkan. Mitra binaan menilai pinjaman yang diperoleh melalui program kemitraan PT Madubaru jauh lebih mudah apabila dibandingkan dengan pinjaman dari bank yang syaratnya lebih

komplek,  proses  lebih  lama,  dan  agunan  yang  diserahkan  tidak  semudah agunan pada PT Madubaru.

Mitra binaan dapat membayar angsuran beserta bunganya secara tunai dengan datang langsung ke kantor Unit PKBL atau dapat mentransfer pembayaran  tersebut  melalui  rekening  PT  Madubaru  –  PKBL  di  Bank Mandiri Cabang Yogyakarta. Pada praktiknya, beberapa mitra usaha hanya menitipkan   angsuran   kepada   karyawan   PT   Madubaru   yang   kebetulan bertempat tinggal cukup dekat dengan mitra binaan atau yang sedang melakukan monitoring ke lokasi mitra binaan.

Surat Persetujuan Realisasi Pinjaman Dana PKBL kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kemitraan yang memuat hal-hal sebagai berikut:

a.   Identitas Para Pihak. b.   Pola Pembinaan.

c.   Lingkup Tugas dan Kewajiban Para Pihak. d.   Jaminan Pembayaran Kembali.

e.   Jangka Waktu.

f.
Jadwal Pengembalian Pinjaman.

g.   Sengketa dan Tempat Kedudukan Hukum. h.   Penutup.

Perjanjian Kemitraan merupakan pengikat bagi para pihak dalam program kemitraan yang dibuat di bawah tangan. Pada praktiknya, ada beberapa ketentuan di dalam perjanjian tersebut yang belum dijalankan secara

optimal.
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ini menyebutkan bahwa pembinaan terhadap peningkatan mutu dan kapasitas penjualan, administrasi/akuntansi, manajemen, dan diklat/training, yang seharusnya dilakukan oleh PT Madubaru sebagaimana disebutkan pada Pasal

2  Perjanjian  Kemitraan,  belum  optimal  dan  belum  seluruh  mitra  binaan tersebut pernah mendapatkan pembinaan tersebut.

Kelompok ternak sapi ”Timbul Lestari” di Imogiri menjadi salah satu mitra binaan PT Madubaru yang pernah merasakan manfaat dari pembinaan yang dilakukan PT Madubaru. Dalam hal ini, PT Madubaru mengadakan kerja sama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Bantul untuk memberikan pembinaan terkait dengan peningkatan mutu ternak. Di sisi lain, ada salah satu mitra binaan  yaitu Bengkel Tiara, yang beralamat di Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul mengatakan sangat menginginkan adanya pelatihan-pelatihan terkait dengan permasalahan administrasi/akuntansi dan manajemen, termasuk pemasaran. Namun selama 4 tahun menjadi mitra binaan, ia belum pernah mendapatkan pembinaan tersebut. PT Madubaru pun mengakui bahwa pembinaan yang dilakukan tidak dilakukan secara terprogram, namun hanya dilakukan pada saat monitoring melalui perbincangan-perbincangan ringan mengenai kemajuan usaha mitra binaan atau ketika ada kerja sama dengan pihak lain. Padahal pembinaan yang seharusnya dilakukan tersebut dapat bermanfaat  untuk  meningkatkan  produktivitas  usaha  bagi  mitra  binaan.

Produktivitas usaha tidak bisa hanya ditingkatkan melalui aspek penambahan modal kerja saja.

Ketentuan lain yang ada pada Perjanjian Kemitraan dan tidak dilaksanakan dengan baik adalah ketentuan Pasal 5 mengenai Jadwal Pengembalian  Pinjaman.  Disamping  ditentukan  jangka  waktu,  besarnya pokok angsuran per bulan, besarnya bunga  per bulan, dan sisa pinjaman, diatur
pula
mengenai
cara
pembayaran
angsuran
serta
denda
atas keterlambatan pembayaran angsuran. Pada praktiknya, beberapa mitra binaan yang terlambat membayarkan angsuran tidak dikenai denda sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian, yaitu sebesar 5% dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap bulan. Mitra binaan yang terlambat membayar angsuran dapat membayarkan angsuran pada bulan berikutnya tanpa dikenai denda. Hal tersebut dialami oleh beberapa mitra binaan yang telah dikenal baik oleh tim dari Unit PKBL. Faktor kepercayaan menjadi sebab utamanya.

Beberapa mitra binaan pernah sampai pada titik tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Angsuran pinjaman tidak dibayarkan selama beberapa
bulan.
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secara kekeluargaan. Artinya, melakukan musyawarah dengan mitra binaan. Bagi PT Madubaru hal tersebut merupakan bagian dari kepatuhannya terhadap ketentuan
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   pada Keputusan Mentri BUMN Nomor 236/MBU/2003, yaitu:

a.   Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.

b.   Kurang Lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok atau bunga melampaui 1 (satu) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran , sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

c.   Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atu bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

d.   Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui.

Permasalahan tersebut diatasi dengan melakukan pembicaraan untuk mencari solusi yang terbaik. Dalam pembicaraan yang dilakukan akan dicari penyebab terhentinya pembayaran angsuran dari mitra binaan. Selanjutnya PT Madubaru menawarkan pemecahan masalah kepada mitra binaan. Selanjutnya akan dilakukan penjadwalan ulang (rescheduling) terhadap pinjaman tersebut dengan syarat :

a.   Mitra binaan beritikad baik dan kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan.

b.   Usaha mitra binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha.

c.   Mitra binaan masih memiliki kemampuan untuk membayar angsuran. Namun demikian, PT Madubaru pernah mengalami ”kerugian” akibat mitra binaan menutup usahanya dan pindah tempat tinggal yang tidak diketahui oleh PT   Madubaru.   Hal   tersebut   menunjukkan   bahwa   ada   peluang   terjadi kesalahan dalam analisis kelayakan usaha bagi calon mitra binaan.

Selain direalisasikan dalam bentuk pinjaman, program kemitraan juga dapat direalisasikan dalam bentuk hibah. Hibah hanya diperuntukkan bagi mitra binaan saja. Dana hibah yang dikeluarkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah alokasi pinjaman.

Hibah dapat dilakukan baik atas inisiatif Unit PKBL maupun atas inisiatif mitra binaan. Dana hibah dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan, pameran dan promosi produk. Kegiatan yang pernah dilaksanakan tersebut diantaranya merupakan hasil kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara mengundang PT Madubaru untuk mengikutsertakan mitra binaannya dalam pameran.

Kegiatan-kegiatan tersebut belum diagendakan secara rutin setiap tahunnya oleh PT Madubaru. Setiap tahun disediakan dana hibah tetapi peruntukannya berbeda. Misalnya, tahun 2009 hanya pameran saja atau promosi saja, kemudian tahun 2010 hanya ada melaksanakan pelatihan saja tanpa  ada  pameran.  Jadi,  pameran,  promosi  dan  pelatihan  tidak  selalu diadakan setiap tahun secara bersamaan pada tahun yang sama.

Apabila merujuk pada Pasal 10 Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan, bentuk program kemitraan berupa hibah sebenarnya dapat dilakukan untuk membiayai kegiatan pendidikan, pelatihan,
pemagangan,
pemasaran,
promosi,
dan
hal-hal
lain
yang menyangkut  produktivitas mitra binaan serta untuk membiayai pengkajian atau penelitian. Jadi, tujuan hibah juga mengarah pada peningkatan produktivitas usaha kecil yang menjadi mitra binaan.

Setiap program kemitraan yang dilakukan, baik berupa pinjaman maupun hibah, harus mendapatkan persetujuan dari Direktur. Selain itu, dilakukan pula monitoring secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan (terhadap pinjaman) sebagai bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh PT Madubaru atas penggunaan dana PKBL. Pada tahap monitoring itu lah PT Madubaru dapat mengetahui perkembangan yang telah dicapai oleh mitra binaan.

Selanjutnya tim dari Unit PKBL menyampaikan laporan secara periodik. Hal-hal yang dilaporkan terkait dengan pelaksanaan seluruh kegiatan PKBL, termasuk laporan penggunaan dana PKBL. Secara periodik artinya, laporan tersebut dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur PT Madubaru,  setiap  3  (tiga)  bulan  sekali  kepada  Direktur  PT  RNI  dan Komisaris, serta setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur PT RNI dan RUPS.

Berdasarkan paparan implementasi program kemitraan tersebut maka dapat dikatakan bahwa ada kontribusi PT Madubaru atas eksistensinya kepada masyarakat sekitar, terutama kalangan usaha kecil, tetapi belum maksimal. Beberapa mitra binaan yang menjadi responden mengakui ada kemudahan dalam mengajukan permohonan sebagai mitra binaan, namun di lain pihak dalam implementasinya masih ada hal-hal yang belum dilakukan secara optimal dan hal tersebut turut memperlambat terwujudnya peningkatan produktivitas mitra binaan.

Peneliti melihat bahwa program kemitraan yang diimplementasikan oleh  PT  Madubaru  masih  didominasi  oleh  pengguliran  dana  program kemitraan setiap tahunnya melalui pinjaman dengan pembinaan yang tidak secara rutin dan optimal bagi para mitra binaan. Padahal, pembinaan sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kemitraan sangat dibutuhkan oleh mitra binaan. Pembinaan terhadap peningkatan mutu dan kapasitas penjualan, administrasi/akuntansi, manajemen, dan diklat/training merupakan bagian dari peningkatan produktivitas sebuah kegiatan usaha, disamping terdapat bantuan pinjaman dana sebagai tambahan modal usaha. Melalui peningkatan produktivitas itulah sesungguhnya diharapkan usaha kecil dapat mandiri dan berkembang, sehingga tujuan untuk memperluas lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha dan memberdayakan masyarakat dapat dicapai.

Dengan kata lain, program kemitraan yang dilakukan belum secara sempurna menyentuh konsep keberlanjutan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan undang-undang yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep keberlanjutan yang diamanatkan oleh UUPT ditujukan untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Harapannya kegiatan dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan  dalam bentuk  program kemitraan  tersebut  dapat  menghasilkan dampak yang positif tidak hanya secara internal tetapi juga eksternal perusahaan.
Harmonisasi
antara
perusahaan,
masyarakat
sekitar
serta lingkungan sekitar akan menjadi sebuah investasi jangka panjang bagi pihak- pihak tersebut.

Selain hal tersebut diatas, berdasarkan paparan deskriptif yang diperoleh dari lapangan, peneliti melihat bahwa PT Madubaru perlu untuk melakukan penataan kembali atas implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk program kemitraan ini. Hal tersebut sangat tampak pada pelaksanaan program kemitraan yang selama ini berlangsung, terutama terkait dengan kepatuhan para pihak terhadap perjanjian kemitraan. Adanya penyerahan agunan yang tidak sesuai dengan nilai pinjaman (nilai lebih kecil), keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang tanpa disertai pembayaran
denda
sebagaimana
telah
disepakati
dalam
perjanjian, terdapatnya  beberapa  mitra  binaan  yang  pembayaran  angsurannya  kurang

lancar bahkan macet, merupakan hal-hal yang perlu untuk dibenahi. Meskipun berlatar belakang faktor kepercayaan, namun PT Madubaru sebagai sebuah lembaga seharusnya mampu untuk membatasi. Namun demikian, kemudahan- kemudahan yang ditawarkan pada program kemitraan ini tetap harus dipertahankan,  sehingga  kegiatan  pemberian  pinjaman  dan  hibah  pada program kemitraan kepada usaha kecil dapat menjadi jalan keluar bagi usaha kecil terutama yang masih memiliki kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Hal tersebut akan menempatkan PT Madubaru sebagai agent of development yang berkontribusi maksimal bagi tumbuh kembangnya usaha kecil.

2.   Implementasi Program Bina Lingkungan PT Madubaru
Program  bina  lingkungan  adalah  program  pemberdayaan  kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Masyarakat sasaran program bina lingkungan meliputi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan atau masyarakat yang berada di wilayah kerja pabrik (tidak di sekitar perusahaan namun dekat dengan perkebunan tebu yang dikelola perusahaan). Program bina lingkungan PT Madubaru diwujudkan dalam bentuk:

a.   Pendidikan Masyarakat. b.   Kesehatan masyarakat.

c.   Pengembangan sarana umum. d.   Penyediaan sarana ibadah.

e.   Bencana alam.

f.
Pelestarian alam.

Realisasi program bina lingkungan ini dapat berasal dari inisiatif perusahaan maupun inisiatif dari masyarakat. Apabila inisiatif pelaksanaan program bina lingkungan datang dari perusahaan, maka terlebih dahulu akan dilakukan survey untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sasaran. Setelah itu dimintakan persetujuan Direktur dan kemudian kegiatan dapat langsung direalisasikan. Apabila inisiatif berasal dari masyarakat, maka realisasinya didasarkan pada rekomendasi dari Direktur setelah sebelumnya masyarakat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan dari PT Madubaru.

Tidak  setiap  bentuk  dari  program bina  lingkungan  diadakan  untuk setiap tahun, ada pula yang diadakan dengan menyesuaikan kebutuhan atau permintaan
seperti
misalnya
pengembangan
sarana
umum,
pelayanan kesehatan, bantuan bencana alam, dan pelestarian alam. Pemenuhan sarana ibadah dan untuk pendidikan dilakukan setiap tahun.

Pengembangan saran umum yang pernah dilakukan antara lain pengaspalan jalan, pengecoran jalan, pembuatan saluran air, pembangunan pos ronda, pembuatan jembatan, dan sebagainya. Pelayanan kesehatan baru dilakukan 1 (satu) kali tepatnya pada tahun 2007 yaitu di Kecamatan Kasihan, Bantul. Kegiatan tersebut terealisir karena ada kerja sama dengan Puskesmas setempat yaitu dengan mengadakan pengobatan gratis untuk warga setempat

selama 3 (tiga) hari. Bantuan bencana alam pernah diberikan beberapa kali termasuk  pada  saat  terjadi  bencana  Merapi  beberapa  waktu  yang  lalu. Program bina lingkungan yang dilakukan dalam bentuk pelestarian alam juga baru 1 (satu) kali dilakukan yaitu dengan mengadakan kegiatan One Billion Indonesian Trees (OBIT) yang dilaksanakan di kebun Sambiroto, Sleman. Pada lahan seluas 1,3 Ha tersebut dilakukan penanaman pohon jarak.

Sedangkan
untuk
pemenuhan
sarana
ibadah
dilakukan
dengan melengkapi sarana rumah-rumah ibadah (masjid dan gereja) di lingkungan sekitar PT Madubaru, seperti misalnya bantuan pembelian bahan bangunan, pengadaah sajadah, pengadaan tikar, pengadaan microphone, dan pengadaan mebel untuk gereja. Pemenuhan untuk peningkatan pendidikan direalisasikan dengan memberikan beasiswa dan perlengkapan sekolah bagi siswa yang berprestasi. Hal tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan Family Day. Family Day adalah acara rutin rekreasi perusahaan (tahunan) untuk seluruh keluarga besar PT Madubaru. Oleh karena itu, penerima program bina lingkungan dalam bentuk peningkatan pendidikan ini tidak selalu sama setiap tahunnya dan dapat saja penerimanya bukan masyarakat sekitar perusahaan.

Program bina lingkungan yang dilakukan PT Madubaru ternyata tidak hanya menjadi tugas Unit PKBL saja, tetapi dalam beberapa hal Unit PKBL juga melakukan koordinasi dengan Unit Pengelolaan Limbah dan Lingkungan (PLL) dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Koordinasi

tersebut dilakukan untuk menilai kelayakan masyarakat sasaran yang akan diberikan program bina lingkungan.

Unit PLL merupakan unit yang salah satu tugasnya adalah menerima pengaduan
masyarakat

terkait
dengan
dugaan
pencemaran
di
sekitar masyarakat yang dilakukan oleh PT Madubaru. Oleh karena itu, Unit PLL menjadi unit yang mengetahui wilayah mana saja yang terkena dampak dari limbah yang dihasilkan PT Madubaru. Pada saat melakukan uji kelayakan terhadap program bina lingkungan Unit PLL akan ke lapangan untuk melihat lokasi dari masyarakat sasaran bina lingkungan. Masyarakat yang nyata-nyata terkena dampak dari limbah PT Madubaru, baik yang berada di sekitar pabrik maupun
yang
berada
di
daerah
aliran
limbah
PT
Madubaru,
akan mendapatkan prioritas untuk menjadi sasaran bagi program bina lingkungan.

Program bina lingkungan yang dijalankan setiap tahun selanjutnya harus dilaporkan kepada Direktur PT Madubaru. Laporan program bina lingkungan tersebut dilakukan bersamaan dengan laporan program kemitraan.

Apabila merujuk pada Pasal 10 ayat (3) Keputusan Mentri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan, bentuk program bina lingkungan yang dijalankan oleh PT Madubaru telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula dengan tata caranya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dari responden bina lingkungan,   mereka   merasa   terbantu   dengan   adanya   bantuan   tersebut.

Meskipun beberapa responden menyebutkan bahwa bantuan yang diberikan sangat  kecil  dibandingkan  dengan  dana  sesungguhnya  yang  dibutuhkan. Seperti misalnya yang dialami oleh warga RT 04, Mrisi, Bantul. Warga setempat berada di wilayah yang terkena dampak dari limbah PT Madubaru berupa limbah debu, limbah cair, dan limbah gas yang dialirkan di Sungai Bedog. Pada permohonan bantuan untuk pembangunan jalan, dibutuhkan dana sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan bantuan yang diperoleh dari program bina lingkungan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Demikian pula yang dialami warga RT 9, 10 dan 11, Mrisi, Bantul yang memerlukan dana sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pengerasan jalan, dan mendapat bantuan dari program bina lingkungan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Di sisi lain, PT Madubaru memberikan argumen bahwa besarnya dana disesuaikan dengan banyaknya jumlah permintaan bantuan dan terbatasnya alokasi dana, sehingga tidak bisa memberikan bantuan dalam jumlah yang besar.

Dari beberapa realisasi program bina lingkungan tersebut, ada yang berkaitan secara langsung dengan community development yaitu penyediaan sarana
umum,
khususnya
yang
mendukung
kegiatan
perekonomian masyarakat setempat, seperti misalnya pengerasan jalan dan pembuatan jembatan. Bantuan pengadaan fasilitas tersebut dirasakan masyarakat sasaran bina lingkungan sangat membantu dalam melancarkan transportasi dalam kegiatan perekonomian masyarakat sehari-hari.

Terkait dengan beberapa kasus pencemaran lingkungan yang timbul dari  limbah  pabrik  dan  memberikan  dampak  negatif  bagi  masyarakat setempat, maka tanggung jawab terhadap lingkungan menjadi kewenangan Unit PLL bukan kewenangan Unit PKBL dalam program bina lingkungan. Salah satu tugas Unit PLL adalah untuk menampung dan merespon keluhan masyarakat akibat limbah pabrik. Unit PLL dapat dengan inisiatif sendiri memberikan bantuan, namun dapat juga inisiatif itu datang dari masyarakat yang terkena dampak. Anggaran yang digunakan bukan alokasi dana untuk kegiatan PKBL. Misalnya, pada saat terjadi kasus kematian ikan milik warga yang terkena cemaran dari limbah yang dialirkan pada Sungai Winongo Kecil. Pada  saat  itu  Unit  PLL  memberikan  bantuan  berupa  benih  ikan  kepada masing-masing petani ikan yang rugi. Demikian juga ketika ada rembesan air dalam tanah yang mencemari sumur warga yang bertempat tinggal di Mrisi, Bantul sehingga praktis air sumur tidak dapat digunakan. Unit PLL merespon dengan membersihkan cemaran pada sumur tersebut. Setelah itu persoalan dianggap telah selesai. Hal yang disayangkan oleh salah satu warga yang pernah mengajukan keluhannya tersebut adalah PT Madubaru belum lebih baik dalam penanganan limbahnya, terutama yang dialirkan ke Sungai Winongo  Kecil  dan  Sungai  Bedog.  Kasus-kasus   pencemaran   memang direspon tetapi penyelesaiannya dipandang warga belum bersifat jangka panjang. Penyelesaian jangka panjang hanya melalui perbaikan penanganan limbah sehingga kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi.

Dapat dikatakan tanggung jawab yang dilakukan Unit PLL tersebut adalah tanggung jawab atas penggantian kerugian yang muncul akibat limbah PT Madubaru, terutama limbah cair. Bagi masyarakat yang terkena limbah debu, Unit PLL menjelaskan bahwa selama ini PT Madubaru belum pernah memberikan kompensasi kerugian, sebab jangkauannya terlalu luas.

Sebetulnya dalam program bina lingkungan yang dilaksanakan oleh PT Madubaru dalam wujud pelestarian alam dapat dikembangkan sebagai salah satu kegiatan yang merupakan manifestasi dari tanggung jawab sosial perusahaan di bidang lingkungan. Hanya saja, seperti yang diungkapkan oleh staff Unit PKBL bahwa kegiatan pelestarian alam baru dilakukan 1 (satu) kali yaitu dengan melakukan penanaman pohon jarak yang dilakukan di Sleman.

Pada buku ”Pedoman CSR Bidang Lingkungan” yang diterbitkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Universitas Trisakti (2011:14-22) ini disebutkan  bahwa  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  bersifat  wajib dimana dalam pelaksanaannya harus mengacu pada peraturan perundang- undangan   yang   berkaitan   dengan   lingkungan   hidup.   Alternatif   bidang kegiatan tanggung jawab sosial bidang lingkungan yang dapat dilakukan oleh perusahaah antara lain adalah:

a. Cleaner Production (produksi bersih) yang difokuskan pada efisiensi penggunaan sumber daya. Salah satunya diwujudkan dengan adanya upaya pengelolaan  limbah  di  dalam  perusahaan.  PT  Madubaru  telah  berupaya

melakukan hal tersebut sebagaimana telah dipaparkan pada Bab IV, sub bab A

4, tentang limbah industri dan penanganan limbah industri PT Madubaru.

b. Eco Office (kantor ramah lingkungan) yang difokuskan pada tercapainya efisiensi  biaya,  peningkatan  produktivitas  kerja,  dan  tercipta  lingkungan kantor yang sehat, bersih, aman, dan nyaman.

c.   Konservasi energi dan Sumber Daya Alam (SDA), yang difokuskan untuk mengurangi penggunaan energi dan SDA atau terpeliharanya keanekaragaman hayati baik yang dilakukan oleh kegiatan yang memproduksi barang maupun jasa. Kegiatan yang dilakukan oleh PT Madubaru adalah berupa penghijauan dalam program bina lingkungan berupa kegiatan pelestarian alam. Hanya saja sebaiknya kegiatan tersebut ikut melibatkan masyarakat sekitar sebagai mitra dalam menjalankan perlindungan alam tersebut.

d.   Pengelolaan sampah melalui 3 R (reuse, reduce, recycle), yaitu difokuskan pada penggunaan kembali sampah yang dihasilkan untuk fungsi yang sama maupun yang berbeda, mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah,
dan
mengolah
kembali
sampah
menjadi
produk
baru
yang bermanfaat.

e.   Renewable
Energy
(Energi
yang
terbarukan),
yaitu
bertujuan
untuk mengurangi proses eksplorasi dan eksploitasisumber energi fosil yang terbatas jumlahnya.

f.
Adaptasi  Perubahan  Iklim,  yaitu  upaya  menyesuaikan  berbagai  kegiatan terhadap   terjadinya   perubahan   iklim.   Tujuannya   adalah   meminimalisir

dampak  yang  terjadi,  mengantisipasi  risiko,  dan  mengurangi  biaya  yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.

g.   Pendidikan  Lingkungan  Hidup,  yaitu  upaya  untuk  mengubah  prilaku  dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang dapat menggerakkan masyarakat untuk ikut memelihara alam.

Mencermati paparan mengenai implementasi program bina lingkungan tersebut diatas, maka peneliti melihat bahwa implementasi program bina lingkungan dapat dikatakan masih didominasi oleh kegiatan yang sifatnya charity atau derma (bantuan), namun derma tersebut imperatif karena terdapat ketentuan   khusus   bagi   BUMN   sebagai   instrumen   pemaksa.   Instrumen pemaksa tersebut harapannya mampu membawa BUMN untuk berperan lebih besar dalam memberikan bantuan-bantuan sosial dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang ada, sehingga pemberdayaan kondisi sosial masyarakat setempat dapat lebih optimal.

Pada beberapa bentuk dari implementasi program bina lingkungan memang telah melibatkan masyarakat sekitar PT Madubaru, terutama yang terkena dampak limbah dari kegiatan usaha PT Madubaru. Namun demikian, pada beberapa kegiatan belum melibatkan masyarakat setempat, seperti misalnya pada kegiatan peningkatan pendidikan (pemberian beasiswa dan peralatan   sekolah)   dan   pelestarian   alam.   Kegiatan   pelibatan   langsung

komunitas di wilayah perusahaan berada merupakan bagian yang sangat penting. Mengingat terdapat interaksi antara perusahaan dengan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Hal tersebut untuk jangka panjang akan mempengaruhi eksistensi perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa PT Madubaru perlu melakukan penataan ulang untuk implementasi program bina lingkungan, sehingga manfaatnya akan lebih dirasakan bagi masyarakat sekitar.

Pemberian beasiswa dan peralatan  sekolah sebetulnya dapat secara rutin dilakukan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Demikian halnya dengan kegiatan pelestarian alam. Kegiatan tersebut justru minim dilakukan, padahal PT Madubaru merupakan sebuah perusahaan yang turut andil bagian dalam mencemari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, menurut peneliti, PT Madubaru perlu mengagendakan secara rutin kegiatan pelestarian alam tersebut sebagai tanda tanggung jawab lingkungan perusahaan. Adanya koordinasi antara Unit PKBL dan Unit PLL merupakan awal yang baik untuk memulai pelaksanaan kegiatan tersebut.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan bersifat wajib dimana dalam pelaksanaannya perusahaan harus mengacu pada peraturan perundang- undangan   yang   berkaitan   dengan   lingkungan   hidup.   Alternatif   bidang kegiatan  tanggung  jawab  sosial  bidang  lingkungan  yang  terdapat  pada
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yang
telah
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dan disosialisasian   oleh   Kementrian   Lingkungan   Hidup   sebagaimana   telah

dipaparkan sebelumnya dapat menjadi bahan acuan bagi PT Madubaru dalam menyusun kegiatan program bina lingkungan, khsusunya terkait dengan kegiatan pelestarian alam.

C.  Hambatan PT Madubaru dalam Mengimplementasikan Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan dalam Bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL oleh PT Madubaru tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, PT Madubaru menyatakan ada beberapa hambatan yang selama ini dialami.

PT Madubaru selama ini masih kesulitan untuk mencari usaha kecil yang memiliki keterkaitan usaha dengan usaha pokok PT Madubaru. Dari 176 usaha kecil yang menjadi mitra binaan PT Madubaru hanya 1 (satu) usaha kecil yang terkait dengan kegiatan operasional PT Madubaru, yaitu ”Nogogini”. ”Nogogini” merupakan mitra binaan milik Ny. Sulistyowati yang beralamat di Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Usaha tersebut bergerak di sektor dagang berupa penyediaan kayu untuk bahan bakar mesin di PT Madubaru. Selain mitra usaha tersebut tidak ada lagi mitra usaha lain yang kegiatan usahanya terkait dengan PT Madubaru.

Melihat   paparan   diatas,   peneliti   melihat   bahwa   hambatan   tersebut bukanlah hambatan yang sangat berarti bagi implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL, sebab berdasarkan SE Menteri BUMN Nomor

433/MBU/2003  dikatakan  bahwa  program  kemitraan  dapat  dilakukan  kepada usaha kecil yang tidak memiliki kaitan usaha dengan BUMN pembina, namun diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha. Oleh karena itu, PT Madubaru masih dapat bermitra dengan usaha kecil yang kegiatan usahanya di berbagai sektor, seperti dagang, industri, jasa, ternak, pertanian, dan perikanan.

Hambatan lain yang dirasakan oleh PT Madubaru adalah tidak mudahnya mencari pelaku usaha yang memiliki sikap mental yang baik dan bertanggung jawab dengan komitmen pada kegiatan kemitraan. Beberapa kali terjadi pinjaman yang macet atau terpaksa harus dihapusbukukan karena pelaku usaha tersebut tidak bertanggung jawab. Bahkan ada pula mitra binaan yang kondisi usahanya bagus dan kemampuan ekonomi sangat baik, namun tidak membayar angsuran pinjaman secara rutin (menunggak).

Menurut peneliti, hambatan tersebut perlu sesegera mungkin diatasi, yaitu dengan melakukan analisis kelayakan dengan lebih cermat dan melakukan penataan ulang terhadap pelaksanaan dari perjanjian kemitraan yang telah disepakati, seperti misalnya meningkatkan kepatuhan terhadap isi dari perjanjian kemitraan termasuk dilakukannya monitoring dengan baik sehingga berkembang atau mundurnya suatu kegiatan usaha mitra binaan dapat dikontrol sejak dini.

Selain hal-hal tersebut, terbatasnya anggaran juga menjadi hambatan bagi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL bagi PT Madubaru. Anggaran menjadi terbatas karena tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi sosial yang perlu diberdayakan ditengah-tengah masyarakat

cukup   banyak,   sehingga   berdampak   pada   kecilnya   jumlah   bantuan   yang diserahkan kepada masyarakat sasaran bina lingkungan. Demikian halnya dengan alokasi dana yang dianggarkan pada program kemitraan. Banyaknya usaha kecil di DIY, khususnya di Kabupaten Bantul, yang berminat menjadi mitra binaan berdampak pada pemberian jumlah pinjaman.

Mengenai   besarnya   alokasi   dana   pelaksanaan   PKBL   untuk   setiap tahunnya ditentukan oleh RUPS. Besar dana untuk program kemitraan sebesar

1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak dan berasal dari hasil bunga pinjaman, bunga deposito, dan atau jasa giro dari kegiatan program kemitraan setelah dikurangi beban operasional. Sedangkan untuk dana program bina lingkungan berasal dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak sebesar maksimal 1% (satu persen) dan dari hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari kegiatan program bina lingkungan. Dalam kondisi tertentu besaran alokasi dana untuk program bina lingkungan bahkan dapat ditentukan lain dengan persetujuan RUPS. Batasan tersebut telah ditetapkan oleh KepMen BUMN tentang program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, sehingga memang perlu diatur sedemikian rupa sehingga dana yang dikucurkan, baik sedikit atau banyak, akan membawa manfaat bagi masyarakat sekitar.

D.  Dampak Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Bentuk
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
1.   Dampak Bagi Perusahaan
CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat setempat. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan  prinsip  moral  dan  etis,  yakni  menggapai  suatu  hasil  terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah golden rules, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat (Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup. 2006. Diakses dari www. menlh.go.id, tanggal 15 Januari 2011).

Secara umum perkembangan pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan cukup baik. Telah banyak perusahaan yang tidak lagi memandang tanggung jawab sosial perusahaan sebagai sebuah beban bagi perusahaan, namun merupakan  bagian  dari  kegiatan  bisnis  yang  dilakukan.  Terlebih  lagi  setelah

tanggung jawab sosial perusahaan tersebut di Indonesia menjadi suatu kewajiban hukum bagi setiap perusahaan.

Dapat dikatakan bahwa di satu sisi implementasi tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban bagi perusahaan, namun di sisi lain merupakan kebutuhan
bagi
sebuah
perusahaan.
PT
Madubaru
menyadari
bahwa keberadaannya ditengah-tengah masyarakat mempunyai arti bahwa PT Madubaru juga merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar sudah seharusnya dilakukan.

Program   kemitraan   dan   bina   lingkungan   yang   dilakukan   oleh   PT Madubaru merupakan bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab   sosial   perusahaan   yang   dilakukan   tersebut   merupakan   wujud   dari kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan merupakan bukti ketaatan perusahaan  terhadap  ketentuan  yang  ditetapkan  pemerintah.  Selain  berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis melalui implementasi tanggung jawab sosial dalam bentuk PKBL, PT Madubaru juga berupaya memperoleh dukungan dari masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka eksistensi sebuah perusahaan akan sulit dipertahankan.

Pada salah satu misi dari Unit PKBL PT Madubaru disebutkan bahwa Unit PKBL berupaya untuk menjadikan usaha kecil dan koperasi yang mampu mendukung usaha dan mengangkat citra PT Madubaru. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL menjadi salah satu cara untuk mengangkat citra (image)
perusahaan.
Gejolak
sosial
akibat
benturan
kepentingan
antara

masyarakat  dan  PT  Madubaru  dapat  ditekan  melalui  adanya  citra  yang  baik tersebut.

Menurut peneliti, citra yang baik merupakan salah satu syarat pendukung untuk melancarkan produktivitas perusahaan. Perusahaan yang secara finansial sangat baik tidak selalu menjamin perusahaan tetap dapat eksis dan berkelanjutan. Masyarakat memiliki “power” yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi eksistensi dan keberlangsungan perusahaan. Dalam jangka panjang, citra positif perusahaan akan mengangkat reputasi perusahaan di mata masyarakat. Reputasi yang baik akan melanggengkan eksistensi perusahaan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh PT Madubaru ini merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan.

Selain adanya dampak positif tersebut, hampir tidak dijumpai dampak negatif
yang
muncul
dari
diimplementasikannya
tanggung
jawab
sosial perusahaan dalam bentuk PKBL tersebut kepada masyarakat sekitar. Hanya saja, faktor kepercayaan yang ada dalam pelaksanaan program kemitraan berupa pemberian   pinjaman   yang   agunannya   dibawah   nilai   pinjaman   dapat   saja merugikan PT Madubaru apabila ternyata faktor kepercayaan tersebut diingkari oleh mitra binaan.

Parameter
keberhasilan
dari
implementasi
tanggung
jawab
sosial perusahaan  dalam  bentuk  PKBL  yang  dilakukan  oleh  PT  Madubaru  adalah adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan PKBL. Manfaat tersebut  dapat  diketahui  dari  timbal  balik  yang  ditunjukkan  oleh  masyarakat

sekitar, yaitu melalui simpati dan dukungan masyarakat atas keberadaan PT Madubaru. Melalui implementasi PKBL kepada masyarakat sekitar perusahaan secara  berkesinambungan,  maka  PT  Madubaru  sebagai  agent  of  development dapat berkontribusi dalam pengembangan masyarakat (community development), terutama terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

2.   Dampak Bagi Mitra Binaan dan Masyarakat Sasaran
Pada implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sangat dianjurkan untuk melibatkan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Keterlibatan tersebut dalam rangka mewujudkan pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat merupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial warga masyarakat melalui patisipasi aktif, dimana pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan kemandirian masyarakat itu sendiri. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan sangat erat kaitannya dengan pengembangan  masyarakat  karena  pengembangan  masyarakat  menjadi  bagian yang penting dalam proses implementasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan (Kementrian Lingkungan Hidup dan Universitas Trisakti, 2011:7).

Program kemitraan yang dilakukan oleh PT Madubaru kepada mitra binaannya memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil supaya tangguh dan mandiri. Pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, namun juga menjadi tugas dan tanggung

jawab dunia usaha, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 Undang-undang Nomor

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa dunia usaha (corporation) berperan serta menumbuhkan iklim usaha kondusif, yaitu dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang serta dukungan kelembagaan.

Mitra binaan yang menjadi responden pada penelitian ini menyebutkan bahwa dana pinjaman yang telah diberikan oleh PT Madubaru sangat membantu usaha yang mereka miliki. Meskipun beberapa mitra belum mendapatkan pembinaan dalam beberapa hal seperti pembinaan terhadap mutu dan kapasitas penjualan, pembinaan administrasi/akuntansi dan pembinaan manajemen.

Pada program bina lingkungan yang dilaksanakan oleh PT Madubaru yang bertujuan
memberdayakan
kondisi
sosial
masyarakat
setempat
dirasakan masyarakat cukup membantu. Meskipun dana yang diberikan masih dirasa cukup kecil karena anggaran untuk program bina lingkungan yang tidak sepadan dengan besarnya kebutuhan/permintaan.

Berdasarkan paparan mengenai dampak yang dirasakan mitra binaan dan masyarakat sasaran bina lingkungan, peneliti melihat bahwa PT Madubaru telah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar, hanya saja kontribusi tersebut perlu untuk dimaksimalkan sehingga implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL dapat memberikan manfaat besar bagi kedua belah pihak, khususnya kepada masyarakat sekitar. Upaya memaksimalkan dapat

dilakukan dengan menata ulang berbagai kegiatan yang telah ditentukan, sehingga kebermanfaatan dapat lebih dirasakan.

Tidak ditemukan dampak negatif dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL tersebut. Hanya saja, peneliti mendapati keterangan
dari
lapangan
bahwa
program
bina
lingkungan
yang
telah diimplementasikan oleh PT Madubaru menjadi hambatan bagi beberapa warga yang menerima dampak negatif dari kegiatan usaha PT Madubaru untuk dapat menyampaikan keluh kesahnya atas dampak negatif tersebut. Beberapa warga tersebut hanya menerima kondisi itu apa adanya. Namun, bagi beberapa warga hal tersebut tidak berlaku. Artinya, meskipun PT Madubaru telah memberikan kontribusinya kepada masyarakat setempat tetapi hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk menyampaikan dampak negatif yang mengganggu.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A.  KESIMPULAN
Berdasarkan paparan mengenai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk PKBL yang dilaksanakan oleh PT Madubaru, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1.  Tanggung
jawab
sosial

perusahaan

yang
  diimplementasikan

PKBL diwujudkan

dengan
pemberian
pinjaman
dan
hibah
serta
dengan memberdayakan kondisi sosial masyarakat setempat. Pada pelaksanaan program kemitraan masih belum optimal karena belum semua mitra binaan memperoleh pembinaan. Padahal pembinaan yang seharusnya dilakukan tersebut dapat bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas usaha bagi mitra binaan. Produktivitas usaha tidak bisa hanya ditingkatkan melalui aspek penambahan modal kerja saja. Sedangkan pada program bina lingkungan yang diimplementasikan sebagian besar juga masih berupa pemenuhan kebutuhan sesaat,
belum
sampai
pada
aspek
keberlanjutan
sebagaimana
  yang dimaksudkan dalam community development.
2.  Hambatan yang dihadapi oleh PT Madubaru  dalam mengimplementasikan PKBL adalah sulitnya mencari usaha kecil yang sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan, sulitnya mencari pelaku usaha yang bermental baik dan bertanggung jawab, serta tidak sepadannya alokasi anggaran untuk kegiatan

PKBL  dengan  jumlah  permintaan,  sehingga  dana  yang  digulirkan  masih dirasa kecil oleh masyarakat.

3.  Dampak dari implementasi PKBL belum optimal dirasakan, sebab meskipun PT Madubaru telah melaksanakan PKBL dalam berbagai kegiatan dan merasa ada hubungan baik dengan masyarakat setempat yang tercipta melalui implementasi PKBL tersebut, namun di sisi lain kemanfaatan yang dirasakan mitra binaan dan masyarakat sasaran belum optimal sebab belum sampai pada taraf memberdayakan masyarakat.

B.  SARAN
Berdasarkan   hasil
penelitian   sebagaimana
telah
dipaparkan
diatas, selanjutnya penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1.   PT
Madubaru
hendaknya
meningkatkan
lagi
kepeduliannya
terhadap masyarakat sekitar dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan
agar
keberadaan
perusahaan

ditengah-tengah
masyarakat membawa kebermanfaatan. Disadari atau tidak antara PT Madubaru dan masyarakat sekitar sebetulnya saling membutuhkan dan seharusnya saling menguntungkan.

2.   Diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih baik oleh PT Madubaru terhadap program kemitraan dan bina lingkungan yang diimplementasikan, sehingga kegiatan-kegiatan yang disusun dan dilaksanakan menjadi agenda rutin dan dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat setempat dalam

rangka  mewujudkan  pengembangan  masyarakat  (community  development)

secara berkelanjutan.

3.   PT Madubaru perlu untuk melakukan lebih banyak lagi kerja sama dengan pihak lain dalam mengadakan pembinaan kepada mitra binaannya jika secara intern ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki untuk melakukan pembinaan terbatas. Mengingat pembinaan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas mitra binaan.
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